PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Ul
SURABAYA

SALINAN
No.5/C;tgl.26-5-94

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
NOMOR 7 TAHKUN 1982

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

BENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I@ SURABAYA

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan Pem~
bangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan
pembangunan Kota Surabaya yang menunjukkan
adanya kemajuan yang sangat pesat baik dibidang
teknologi maupun dibidang pembangunan yang
dilakukan Pemerintah maupun masyarakat,
¢angatiah berpengaruh kepada tatanan dan wajah
kota mendatang, sehingga perlu ada peningkatan
kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan
menata bangunan ;

b. Bahwa untuk tercapainya Maksud tersebut dalam
huruf a konsideran ini, dipandang perlu untuk
meninjau dan mengatur kembali Feraturan Daerah
Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 serta
menuangkan ketentudan dimaksud datlam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1ingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Monumenten Ordonnantie (Staatsbiad 1931 Nomor
238) ;

4. Stadsvormings Ordonnantie Tahun 1948 (Staats~
blad Nomor 168 Tahun 1948) ;

5. Btadvormings Verordening Tahun 194¢ (Staats-
btad Nomor 40 Tahun 1949):

8. Undang-undang Nomor & Tahun 19560 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;



10,

11.

12.

13.

14.

16,

16,

1?'

18.

19,

Undana-undang Nomor 13 Tahunh 1980 tentang Jalan;

Undang-undang tHomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Fidara

Undang-undnng NCcrar 4 Tahun 1982 tentang
Fetentuan-ket antuan pokok pongeiglaan Lingkunan
Hidup ;

Peraturan Memerintab Nomor 19 Tahun 1978 ten-
tang FPadonas fanyusunan Rencana Kota

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 14 Tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1987 tentang Psdoman Penyusuhan Rencana Kota;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi
Perusahaan untuk Memperolieh Pencadangan Tanah,
Perpanjangan dan Pembaharuan lak atas Tanabh
serta Penerbitan Sertipikatnya ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
Undang-undang Gangguan bazi Perusahaan Industri

Keputusan Menteri Pekerjaan Uisum Nomor 378/
KFTS/1887, tentang Pengesahan 33 Standard
Konztruisi Rangunan Tndanesia ;

Peraturan Daerah hotamadya Daerah Tingkat II
Sutrataya Nomor Z3 Tahun 1978, tentang Master
Plan Surabaya 2000 ;

Peraturan Oaerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 18 itahun 1987 tentang Pemben-
tukan Susunah Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengawasan PBangunan Daerah Kotamadya Daarah
Tingkat 1[I Surabaya.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pemben-
tukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabava;

Peraturan ©Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabaya.



Dengan persetujuan PDewar Perwakilan Rakvat Daerah Kota-

madya Daerah Tirgkat 1] Surabanya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURA-

BAYA TUNTANG TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTAMADYA
TMALRAH TINGKAT II SURARAYA,

ATARE S
KETEH JAM UMUN

Pasl |

Dalam Peraturan Daeranh ini yang dimatsud dengan

1-

2.

10-

11,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daeranh Tingkat
11 Surabayva;

Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adatah Dewan Perwakilan Rakyat
Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava;

Daarah adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava;

Dinas Pengawasan Bancunzn adalah Dinas DPengawasan Bangunan
Daerah Kotamadya Dues. . Tisckat (1 Sia.abava;

Dinas Tata Hhcta adolah Dinas Tata FKota Daerah Kotamadya
Daerah Tingkatr Il Suracaya;

Pejabat yang dituniuk adalah Pejabat vyang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannva,;

Parencana bangunan acdalah Orang atau Badan Hukum yang
memiliki surtat 1I::.n dibiZang Perancangan dar Perencanaan

Bangunan;

Pelaksana Bangunan adalah Orang atau Badan Hukum yang
memiliki Surat lzin dibidang peiaksanaan bangunan;

Pengawas Bangunan adalah Orang atau Badan HKHukum yang memiliki
Surat 1zin dibidang pengawasan bangunan

Petugas adalah Pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melayant
kapertingan umum dibidang bangunan;



12.

13.

14,

t5.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

Tz "leniriban Bangucan yang  selanjutnya  disingkat  IMB
adf1lahn tiinourtur mendirikan hangqunan vang i keluarkan oleh
¥onala .iarabh atan Pejabat  yang dituniuk  dalam wilayah
Kot amagva Dasrah ) inakatl 1 Surabaya:

Izin Moarobkohlbar  Lanws o yang  selanjutnya  w:singkat IRB
adaiah  Tzin untuk merohghican hanaunat yang dikeluarkan oleh

Kepala (aerah atzu Tajabkar  varns  ditunjuk datam wilayah
kotamadya Qaerah ;diparal 1 Suoabaval
Bangunan adalah Bangun bacgupnan  y ey moonke e ruangan

tertutup seluruhtva  atau selzagian  beseriu  papsuin-bangunan
tain yang berhubungan dengan bangubhan - tu;

Bangun-bangunan adalah setiap hasil p- xerjaar manusia yang
tersusun berdiri., melekat pada tanan, atau Jalam tanah atau
bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan;

Bangunan Rumah Tinggal! acdalah banguran lempsa’ trnggal  at.
kediaman keluarga;

Bangunan campuran adalah bangunan dengan febih Jdari dari satu
jenis penggunaan;

Bangunan permanent adalah bangunan yang kong'rotsi  ytamanya
terdiri dari pasangan batu, beton, taja dan .inur  bangunan
dinyatakan lebih darit atau sama dengan 15 Tahbiin,

Bangunan semi- permanent adalah bangunan Yyang Konstruksi
utamanya dari kaya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari
t5 Tahun tetapi 1-° b i+ At atr eama dengan % Tahun;

Bangunan tidak wpetrmacent adalah  bangunan  yang konstruksi
utamanya dari kaya d-=n  sejenicnya dan Lmar bangunan
dinyatakan kurane dari 4 Tahun

Bangunan beartingkat adatah @angunan ying e dnyad lantai
lebih dari satu;

Bangunanh tak bertingkat adalah banguran yani mempunyai satu
lantai pada permubaan {anah:

Mendirikan bangunan adaiah membangun/mengadakan bangunan
seluruvhnya atau <=ebagiah, termasuk menggali, menimbun,
meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan

bangunhan itu;

Mengubah tangunan adalah mengganti atau menambah bangunan
yang ada. termasuk membongkar bagian yang berhuybungan dengan
menggant i /menambah bangunan itu;

Membongkar bangunan adalah mepniadakan bangunan se]gruhnya
atau sebagian ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi;

Palengkap bangunan adalah unsur bangunan yanhd melengkapi
berdirinya bangunan dan atau fungsi bangunan



217.

28.

30‘
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32.

33-

34.

35.

386.
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38,

a9,

40,

41,

Tinggi bangunan adalah tingci yang diukur dari rata - rata
permukaanh tanah hinggs ouncak atap atau  puncak dinding,
diambil yang tertinogi diantara keduanya;

Tinggi Maksimum Bangunan adalah angka ti» :gi maksimum puncak
atap bangunan yang ditetankan aleh Kepp:a Dasrah:

Ketinggian tanah adalan ketinggian rata-ra‘*a permukaan
persil;

Jerak bangunan adalah i3 3k terkercidl dari sisi dinding luar
bangunan satu kesisi aining luar bibyunan lai. yang letaknya
berdampingan atau bertoia:. belalang;

Jarak bebas muka banguhan adalah jarak terpendek antara garis
sempadan pagar ke gari: muxa bangunan;

Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara
batas persil samping kegaris samping bangunan yang
berhadapah;

Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara
batas persil belakang Logaris belakang tangunan;

Persit adalah suatu perpetakan tanah vyang ‘erdapat dalam
lingkup rencana kota atau -~encana perluasan kota atau Jika
sebagian masih belum diletapkan rencana perpetakannya, namun
menurut pertimbangan Pemerintah Duerah dapat diginakan untuk

mendirikan sesuat' bangunan;

Jalan adalah semua irlan vanae terbuka ontuk Talu Jintas umum,
jatan raya, gang, :alan orang, jalan kendaraan termasuk pula
tepi jatan dan trotoir-trotoir ;

Damija adatah Daerah Milik Jalan vang berada diantara dua
garis sempadan pagar;

Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang diatasnya
atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;

Garis Sempadan Pagar adaiah garis sempadan yang diatasnya
atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar;

Garis Muka Banaunan adalah garis batas maksimum tepi dinding
muka bangunan bagian luar yang bernadupan dengan jalan;

Garis Samping Bangunan dan Garis Belakang Bangunan adalah
garis batas malsimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah
kiri, kanman dan belakang bangunan yang berhadapan dengan

jalan atau batas persil;

Halaman muka adalah halaman yang dibatasi oleh garis sempadan
pagar, batas-batas persil kiri-kanan dan garis sempadan

bangunan;
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47.
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55,
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Halaman Belakant adalalb halaman-halaman selain halaman muka;

Pagar Pekarangan adalah pagar yang didirikan vntuk membatasi
persil;

Pagar Pengaman adalah pagar yang didirvilkan untuk sementara
waktu, membatasi dan memberikan pengamarnan terhadap tempat
pekerjaan maupun linghlungan sekitarnya;

Rancangan teknik adatah gambar-qaambar dan dokumen—-dokumen
lainnya vyang menjadi vetunjuk pelaksanaaen Lagi  pembangunan
sesuatu bhangunan;

Rencana Kerja dan Svarat-Syarat adaiah Suatu pedoman Yyang
memuat tentang Renchna Kerja dan Syarat-syarat bangunan;

Syarat Zoning adalah ketentuan penggunaan atas tanah terhadap
pendirian bangunan dan ketentuan teknis tata bangunan sesuail

ketenhtuan yang berlaku;

Instalasi adalah jaringan atau peralatan atau bahan dalam
bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-
unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi dan

mobilitas;

Koefisien Dasar Bangunan yvang selanjutnya disingkat KLB atau
Bufilding Coverage (BC) adalah perbandingan jumlah luas Jantat
dasar bangunan dengan luas persil, dinyatakan dalam prosen;

Koefisien Lantai Rangunan yang selanjutnya disingkat KLB atau
Floor Area Ratic 7' ) -alah perbandingan jumlah luas Tantat
bangunan dengan luas persil dinyatakan dalam prosen;

Angka kebutuhan parkir adalah kebutuhan parkir minimum Yyang
disyaratkan per satuan luas lantai bangunan;

Ruang Terbuka adalah luas persil yang tidak ditutupi oleh
bangunan atau lantai dasar bangunan;

Basement adalah ruang bangunan dibawah permukaan tanah;

Tanah matang adalah tanah pekarangan yang telah diolah
sedemikian rupa sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang

disyaratkan dan siap untuk dibangun;

Konstruksi khusus adalah type konstruksi yang memertukan
keahlian khusus untuk perhitungan maupun pelaksanaannya;

Jaringan Umum Kota adaiah suatu jaringan umum  seperti
jaringan sanitast dan jaringan drainage yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah atau yang dipasang menurut suatu izin;

Afr Limbah Rumah Tangga/Domestik adalah semua air buangan
dari Rumah Tangga;
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64,

(1)

(2)

(3)

(1)

Limbah Ferusahaan/Industri adalal* semua air buangan yang
bherasal dari tempot t~ncat perusabhash/adustri:

Sumur resapanh adalah sumur vang tidak vedar air berfungsi
sebaqgai penampuny air yang dialirkan dari sisa air
limbah/kotor, ai! huian, =iv perbuangan dari kamar mandi dan
tempat cuci:

Retribusy adalah puinzutar atas dasar pemberian izin
sebagaimana dimaksud dalum Peraturarn Daerah ini:

Pemohon adalah  nrang nateuw  Radan jldkum yoooe mengajukan
permohonan wuntuk mamperoleh izin dan jasa pelayanan lainnya
sesuai denhgan ketentuar dalam Peraturan Daerah 1ni.

Kawasan Industri. adalah kawasan tempat pesusatan Kegiatan
industri pengnlahan vapyg dilengkapi dengan saraha, prasarana
dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakanh dan dikelola
oteh Perusahaarn Kawasan Industri ;

Perusahaan FKawasanh Tndustri, adalah perusahaan Badan Hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia yang mengelola kawasan industri ;

Perusahaan TIndustri, adalah perusahaan yahg bergerak dalam
bidang industri, vyang berada dalam kawasan industri dan
diluar kawasan incuszte¢i tetapi didatam Rencana Umum Tata
Ruang bail; Penanuaman Modal Dalam egeri/Penanaman Modal

Asing.

HE 2 B )
1214 MENDIRIKAN BAMGUNAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan dan Sarat-syarat Perm-tonan IMB

Pasal 2

Setiap mendiriban  bangunan i daarah harus mendapatkan IMB
terlebih drhuly dari  Kepala Daeralh atau Pejabat yang

ditunjuk;
Untuk melaksanakan pemberian izin tersebut pada ayat (1)

Pasal 1ini, daltam Peraturan Daerah 1ini ditetapkan syarat-
syarat perizinan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (2} Pasal ini tidak
bertaku baai bangunan Militer/ABRI

Pasal 3
Untuk memperolieh izin tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah

ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;



(2) Permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal 1ini harus dilampiri :

(3)

a.

Sural  kuasa dari . mchon, apabils pengajuan permohonan
diwakiltkan kepada o1 ang lain;

Foto Cnpy KTP yang masih berlaku:

Foto Copv NPWPD:

. Foto Copy tanda lunas PPB terakhir;

Fote <Copy izin Bekirja Perencana, Pengawas dan Pelaksana
(SIBF) yang masih bar sk,

Salinan Gambar advs pianing/syarat zoning,

Fotn ©Cepy Rukti Hak pencuasaan atas tanah yang diketahui
oleh Pejabat vang barwenang

Foto Copy Surat Kelorangan hasil penyelidilun tanah;
Gambar situasi tetak Bangunan;

‘Gambar Rostek ;

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi Petrusahaan Kawasan
Industri atau Perusabhaun Industri harus dJdilampiri

Rekaman Surat 1zin Lokasi ;

Rekaman KTP atau bukti diri penanda tangan permohonan ;
Rekaman Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus
badathh hukum, badan usaha atau rekaman An~garan Dasar yang
sudah disahkan bagi koperasi

Surat kuasa apabila pengajuan permohonan <diwakilkan kepada
oranyg lain ;

Rekaman sertipikat bhak atas tanah atau bukti perolehan
tanah ;

Rekaman tanda pelurasan PBB tahun terakhir ;

Surat pernvataan pemohon tentang Kkesanggupan mematuhi
persyvaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan
pedoi in teknis vang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
serta  raris o rpodan Jatlan, Koafisien Dasar Bangunan dan
Koefician iLantai Bangunan sebagaimana diatur dalam
Peraturan dasvah ini;

Rekaman roncana tata  bongunan  dan  prasarana kawasan
induett i yang disetujui Kepala Daerah atau Gubernur Kepala
Dagrah Tinghat [ Jawa Timur dengan menunjukkan lokasi
kapting niuic bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan
industri vuang berlokasi dikawasan industri.

Pasal 4

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerabh ini dapat dipergunakan
untuk

ai
b.

c.
d.

Mendirikan bangunhan baru;
Mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah

ada;
Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
Membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.

Pasal §

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak bertaku untuk
bangunan atau pekerjaan



Bangunan badeng altau d.reksi keet;

b. Pekerjaan-nekerjsan pemeliharaan bangunan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal o
IMB  diherikan cleh kKepata Dacrah atau Peja%at yang ditunjuk
setelah mern-danafl  pertimbangan Dinac  Pegngawasann Bangunan
mengenai Lo svaratan adwiciztrasi odan tebnie;
Kepala Daerah atau Fajapatr yang dituidyuk mengeluarkan Surat
Pemberitahian  tentang disetujui atau ditolaknya permohonan

IMB selambat-lanbatnya Jdadam walta 3C hari satelah permohonan
diterima;

IMB disampaikan kepade pemohon secara tertulis dengan surat
tercatat atau melalui ekspedist selambat-lambatnya dalam
waktu 30 hari setelah tanggal pemberitahuan persetujuan
dimaksud pada ayat (2) pasal ini;

Datam hal permohonan ditolak, Kepala daerah atau pejabat yang
ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada pemohon untuk
mehbuat permohonan baru;

IMB berlaku sejak tanggal penetapannya.

Pasal 7

Permohonan IMB ditoi~L Jat-am hal

Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. Bertentangan dengan ke antuan-ketentuan tentang rencana kota:

¢. Bertentangan dengan keientuan perundong-undangan lainnya.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Pemberian iMB bagi Parusahaan Industri

Pasal 8

Kepata Dinas Pengawasan Bangunan Daerah mengadakan penelitian
kelengkapan persyaratan permohonan IMB dimaksud dalam pasal 3
ayat (2) dengan memperhatikan rekaman rencana tata bangunan
dan prasarana kawasan industri vang disetujui Kepala Dasrah
dengan menunjukkan Jlokasi kapling untuk bangunan yang
bersangkutan bagi perusahaan industri yang beriokasi di
kawasan industri ;

Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima
dan diberikan tanda bukti penerimaan ;



(3)

{(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

- 10 -

Dalam jangka wal:tu 2 (dua) hariv kerja setciah permohonan
diterim-, Fejabal «cb-gaimana teisebut pada nvat (1) pasal
ini mencizpkan besarnya retribusi yang wajib dibayar ;
Berdasarkan npenetapan eebaqgaimana tercebut pada ayat (3)
pasal ini, vemahon membayar retribusi

Setelah melunasi revribusi =abagaimana .orcebut pada avat (4)
pasal ini, pamohon dapat melaksanakan pembangunan secara
fisik ;

Setelah bangunan =eic.al, pemohor: wajib menyampaikan laporan

secara tertulis dilandkari rlangan :

a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah
diakreditasi

b. Gambar siap bangun

¢, Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 9

Berdasarkan laporan dan berita acara pemeriksaan, Kepala
Dinas Pengawasan 8angunan Daerah atas nama Kepala Daerah

menerbitkan IMB ;

Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selanbat-lambatnya 12
(dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan
dan Berita Acara Pemeriksaan ;

IMB sebagaimana lersebut padal ayat (1) pasal ini sekaligus
berlaku bagi penarcunany bangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksansan IMB dan kewajiban pemegang IMB

Pasal 10

Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai setelah
IMB diterima c¢leh pemchon kecuali bagi perusahaan kawasan
industri atau perusahann  industri yang dapat memulai
pekerjaan mendirikan bahgunan setelah melunasi retribusi IMB;

Pemasangan patok atau 1anda Garis Sempadan Pagar, Garis
Sempadan Bangunan dan ketinggian (peil) dalam rangka
pelaksanaan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh Petugas;

Pasal 11

Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB vyang
gikeluarkan ;



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

— 1' -

Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang
IMB diwnjibkan menutup persil tempat kegiaian  dengan pagar
pengaman sesuai ketentuan vang berlaku Jan memasang papan
papan petunjuk yang memuat keterangan terrang IMB atas
bangunan tersebut;

Bilamana terdapat saran=a zZan atau prasarana kota vang terkena
atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan
atau pengamanannya tidak boleh dilakukan zendiri tetapi harus
dikerjakan oleh pihak yang b=arwesnang atas biaya pemegang IMB.

fasal 12

Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang
IMB diwajibkan untuk menempatkan IMB beserta lampirannya
ditempat pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat
catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang dilakukan;

Pemegang IMB diwajibkan memperkenankan petugas—-petugas yang
akan melaksanakan pemeriksaan bangunan;

Pasal 13

Pemegang IMB diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada
Kepala Daerah tentang saat selssainya celurub pekerjaan
mendirikan bangunan sesuai dengan IMR selambat-lambatnya
dalam waktu 7 X 24 jam setelah pokerjaan tersebut selesai;

Apabila pendirian bangunan perusahaan kawasuiy industri atau
perusahaan industri tz,ah selesai diltaksanaknn, maka pemohoh
iMB dimaksud waiib menyampaikan laporan sezara tertulis

kepada Kepala Daeral 2tau nejatat yana ditunjui dilengkapi

dengan :

a. berita «riara pemei iksaan dari pengawvas yany telah diakre-
ditasi ;

b. gambar siap baraun (ashuillt drawings} ;

G. rekaman bukti pembavaran retribusi 1wB.

Pasal 4

Nomor bangunan diberikan pada bangunan tempat tinggal dan non
tempat tinggati ;

Penetapan nhomor bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
diberikan bersamaan wezklunya dengan pengeluaran surat
keputusan IMB atau tercantum dalam [MB;

Penetapan nomor bagunan diberikan setelah memenuhi retribusi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bentuk, ukuran, warna, dan sistem penomoran bangunan diatur
febih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
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Pasal 15

Pemegang IMB diwajib¥an memazang plat nomor bargunar sebagai-—
mana dimaksud pail= Vs b5 Feraiudran Daosrah oo

Plat nomor bangunan dipasang pada Lagian  banganah vang
menghadap Lejalan dan ditempat tertentu sehincaga 1npat dibaca
dengan jelas setiap saa’

Untuk banqunan hbaiyg, plat nomcr sanguran harus  dipasang
selamnat~lambatnya Po{zatu) hary sebestum pangdnaeti ity
ditewpsitr atau digunakan;

Jika  terjadi perubabian alau pencgantian hoinor pangunan  olah
Pemerintah Daerali, coor bangunin lama 2'.an «diganti  dengan
yang batu;

Bagian keocempnat
Pembatalan atau Pencabutan Surat Xepuiusagn IMB

Pasal 16

Pemegang IMB tidak boleh mendirikan bangunan menvimpang dari
katentuan Surat Keputusan IMB;

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan bangunan, yang sedang
ditaksanakan pembangunannya, wmaka pemilik boaru bangunan
berkewajiban untuk balik nama IMB kepada Kepal. Uaerah.

Pasal 17
IMB dapat dibataikan atau dicabut apabila

a. Setelah 6 bulan terhitune sejak  lanugal ditetapkannya
Surat Keputuzar: IMB  pelatsanaan  pekarjiaan  pembangunan
belum juga dimula’ ;

b. Dalam waktu 6 bulan berlturut-turut pelakszanaan pembangunan
terhenti sebagian atau selurunnya sehinuga bangunan tidak
dapat berfungsi sebagai mana mestinya,

c. Dikemudian hari ternyata keterangan atau Tampiran
persyaratan permchonan 1HB yang diajukan patsu atau
dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya;

d. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan banyoerav  tidak sesuai
dengan IMB serta ketentuan lain yang berlaku.

Terhadap bangunan yang telah dicabut IMB~nya, 6 bulan
terhitung sejak pencabutannya dan tidak ada penyelesatan
lanjutan, maka bangunan harus dibongkar sendiri atau
dibongkar paksa oleh Petugas dengan biaya pemilik bangunan;
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Pembatalan atau pencabutan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1ini
titetapkan oleh Kepala Danvah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Perencana, Pelaksana uvan Pengawas Bangunan

Pasal 18

Bangunan non rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari
200 M2 dan atau dengan ketinggian tebih dari 2 lantai harus
dilaksanakan oieh Konsiultarn Perencana, Pelaksana dan Pengawas
Bangunan yang memiliki i1z2in dari Kepala Daerah;

Untuk memperoleh iJzin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, pelaksana harus mengajukan per-
moheonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;

Prosedur dan tata cara permohonan sebagai mana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini diatur lebih 1anjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pengawasan atas Pelaksanaan IMB

Pasal 19

Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dalam hal ini
dilaksanakan ©leh petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti
diri berupa kartu tanda pengenal dan sura: tugas;

Petugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang untuk :
&, memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pakerjaan
mendirikan banguna»n setiap saat;

b. memeriksa bahan banguhan yang digunakan sesuaj Kketaentuan
yang berlaku;

¢, memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan
vang dilarang untuk digunakan dan atau alat-alat yang
dianggap mengganggu dan atau membahayakan keselamatan

umum;
d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan
Rembangunan, apabila berdasarkan hasil pemer iksaan

dimaksud pada Pasal in{ ternyata diketahui pelaksanaan
pekerjaan tidak sesuai dengan IMB yang berlaku;

e. melaksanakan pemanggilan dan atau penyidikan terhatap
palanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan, untuk
diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,

Pemegang IMB diwajibkan untuk menghentikan pekerjaan mendiri-
kan bangunan apabila telah mendapat surat perintah
penghantian pekerjaan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;
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(4) Prosedur dan tata cara pengawasan pelaksanaan
Tebith Yanjut oleh Xepala Daerah.

~angunhan digtur

g ian Netojui
Arsitebktoni s

Paragral 1

Flensfikasi Unanqunygan
1’4 :al 20
(1) Klasifivasi Bangunana Yopnesr enqggunasannya terdiri dari
a. Banqunan rumah ot
h, fAangunan non ruvort D iagdaalt;g
C. Bangunan Campr r n
d. Bangunan khusus.
(2) Klasifikasi Bangunan mennrut Keotinggiannya terdiri darid :
a. Bangunan Rendah (1 =zampai dengan 4 lantai dan atau tinggi
maksimum 20 m);
b. Bangunan Tinggi 1 5-8 lantai (tinggi < 40 m)
c. Bangunan Tinggi Il ; 9 Tantai keatas (tinggi > 40 m)
d. Bangunah Konstruksi khusus.
(3) Klasifikasi bangunan menurut kualitas konstruksi terdiri
dari
a. Bangunan Permansah
b. Bangunan Semi Permanen
¢. Bangunan Tidak Permancn
(4) Klasifikasi bangunan rumah tingga! morurut  typenvya terdirt
dari
a. Rumah Tunggal
b. Rumah Gandeny =, abtau 4.
c. Rumah ¥elompol (510 unit)
d. Rumah UVeret (Row House)
e. Rumah Susun (Ap:rtamen).
(5) Klasifikasi bangunan Hor Rumah  Tisggal  menurut typenya
terdiri dari
a. Bangunar Perkanlcran
b. Bangunan kantor Pos
C. Bangunan Perniasadan/Perdaganagan
d. Banqunan Bark
e. Bangunan Perhntelan
f. Banjunan Perbelanjaan/Supat Market
9. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Mucirum
h. Bangunan Fendidikan
i. Bangunan Perpustaksan
j. Bangunan 0lah Raga
k. Bangunan Peribadatan
1. Bangunan Pasar
m. Bangunan Pertemuan, Restauran
n. Bangunan Industri {(Gudang, Bengkel, Pabrik)
0. Bangunan Kesehatan
p. Bangunan Praktek dokter ;
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(6) Klasifikasi Bangunan kKhusus menurut typenya terdiri dari
a, Bangunan Militer/ABRI
b, Bangunan Pelabuhan (aut
c. Bangunan Dardat U 1 a
d. Banhgunan Stasiun dan terminal.

Parayrat 2

Ketentuan perencanaan tata rusng Kota pada kawasan
yang sudabh dan belum dJiatur dengan Poraturan Daerah
tentang RTRK

Pasal 21

(1) Dengan ditetapkan RDTRK dan 11TRK, maka kelentuan yang dipakai
pada bagian dari Rencana Uwum Tata Ruang ¥ota adalah RDTRK
dan RTRK yany ditetapkan tersebut:

(2) Sepanjang perpetakan tanah belum diatur, maka perpetakan itu
ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari instansi~instansi terkait;

(3) Pada suatu petak tidak diperkenankan lebih dari satu bangunan
rumah, kecuali jika dalam penentuan petak dalam Rencana
Detail Tata Ruang Kota maupun dalam Rencana Teknik Tata
Ruang Kota telah ditentukan lain.

Pasal 22

Terhadap suatu permohonan IMB, Xepala Daerah dapat menetapkan
syarat untuk dilakukan analisis dampak !ingkungan (Andal) sesuai
ketentuan perundana-:indangnn yang berlabu,

Paragraf 3
Ketentuan Garis Sempadan

Prasal 23

(1) Pemerintah Daerah menetapk:in Garis Sempadan Pagar, Garis
Sempadan Muka Bangunar, 3aris Sempadan Samping dan QGaris
Sempadan belakang bangunan, Garis Sempadan untuk perairan
umum, jaringan umum, lapangan unum sert3 kepentingan-
kepentingan umum lainnya;

(2) palam kawasan-kawasan yang belum ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RDTRX, RTRK, bangunan yang telah ditetapkan
keberadaannya dalam kawasan campuranr, ontik klasifikasi
bangunan iJtu dapat ditetapkan garis-~garis Sempadan bagi
fungsi bangunhan yang terbesar sesuai Ketentuan yang berlaku;

(3) Garis Sempadan samping bangunan untuk baerbagai type rumah
tinggal kecuali type rumah tunggal, ditetapkan didalam IMB
dengan ketentuan luas total lantai dasar tidak bolsh malebihi
60% dari luas persil;
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Setidak-tidaknya saltab satu sisi, Garis Sempadan Samping atau
Garis Sempadan belakanag bangunan pada kapting pojok (sudut)
ditetapkan minimum 2 melar

Garis sempadan muka bangunan pada jalan-jalan buntu atau pada
jalan-jalan umum  tainnya yang belum Jdiatur oleh RTRK
ditetapkan minimum sebesar setengah lebar jatlan atau minimum
3 meter;

Kepala Daerah dapat m=mberikan pembebasan antara Garis
Sampadan muka banqgunan dan Garis Sempasan pagar untuk
mandirikan gardu totyar yang  terbuba, perascla-pergola dan

bangunan semacam, sang merupakan bagian  dari  perlengkapan
kebun;

Ketentuan Garis Sempadan samping dan Garis Sompadan hQelakang
bangunan untuk bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan
campuran dan bangunan khusus adalah sebagai berikut

a. Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 1 tantai
ditetapkan 3,00 meter ;

b. Bangunan dengan ketinggian % lantai ditetapkan 5,50 meter;

¢. Bangunan dengan ketinggian 6 lantai ditetaplan 6,00 meter;

d. Bangunan dengan ketinggian 7 sampai dengan 9 lantai
ditetapkan 7,00 meter ;

e. Bangunan dengan ketinggian 10 sampai dengan 16 lantai
ditetapkan ,00 meter ;

f. Bangunan dengan ketinggian 17 sampai dengan 24 lantai
ditetapkan 10,00 meter ;

g. Bangunan dengan Kketinggian 25 sampai dengan 30 lantai

ditetapkan 12,00 meter ;

. Bangunan dengan ketinagran 30 lantai dar atau setinggi 120

meter ditetapkan 30,00 meter ;

Untuk penetapan Garis Sempadan samping dan Garis Sempadan
belhkang bangunan bagi bangunan yang berlantai 30 keatas

dengan sistem sudut ditetapkan sebesar 77 dehgan Ketentuan
titik sudut pada sepanjang batas persil tersebut,

Unt uk penetapan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang
bangunan non perumahan  Kkhusus untulk ukuran minimum
ditetapkan sebagai berikut

a. Dikenakan satu sisi samnping dan belakang jarak 3 meter
untuk ukuran lebar kapling minimum 20 meter dan panjang
minimal 20 meter dengan ketentuan bahwa banguna lain
yangbersebelahan yang berhimpit disyaratkan sama ;

b. Dikenakan dua sisi samping untuk ukuran lebar kapling
minimum 20 meter dan panjang lebih dari 20 meter ;

Untuk bangunan industri, Garis Sempadan Samping dan Balakang
bangunan ditetapkan minimum 6 meter,
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Paragraf 4
Ketentuan Luas lantai, Tinggi Maksimum
Bangunan dan Jarak Antar Bangunan.

Pasal 24

Penetapan besarnya KUDBR, KLB, tinggi maksimair bangunan  dan
jarak antar bangunan nada setiap persyaratan psrmohonan Izihn
Mendir ti.an Rangunan ditetapkan Kepala Dacrab sesuai ketentuan
yang berlaku Jdan dituangkan dalam syara! roning;

Ketentuan tentanrg LB, KB, Garis Senaden Samping dan  Garis
Sempadan Belalaryg bargunan pada masing-ma.ing Lklasifikasi
bangunar akan diatur lebih tanjut oilch Kepalu Daerah dengan
mempetrhatlikanh ketentuan-ketentuan sebagaimana 'linyatakan pada
lampiran I Peraturan Daerah ini

Pasal 2%

Persyaratan tinggi maksimum bangunan pada bangunan rumah
tinggal kecuali rumah susun, tinggi maksimum bangunan
ditetapkan sebanding dengan jarakhya iterhadap as jalan yang
berdekatan didepannya, badgi jalan-j)alan yang lebarnya 20
meter keatas, titik sudutnya ditetapkan 10 meter dari garis
sempadan pagar ke tengah jalan akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah dsngan memperhatiklan ketentuan—-ketentuan
sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 111 f{eraturan Daerah

int ;

Tinggi maksimum bangunan pada bangunan-bangunan non rumah
tinggal, bangunon camruran, rumah cucun dan bangunan khusus
tidak boleh melseibihi 1,5 x jaraknya terhadap as jalan
didepannya vyahg berdekatan, untuk jalan-jalan yang lebarnya
20 meter kebawah, pada jalan-jalan yang lebarnya lebih dari
20 meter, titik sudut ditetapkan 10 meter dari garis sempadan
pagar Kketengah jalan akan diatur lebih Jlanjut oleh Kepala
Daarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dinyatakan pada Lampiran [V Peraturan Daerah ini;

Banguhan tidak psrmanent tidak diperkenankan bertingkat.

Jarak muka pada bangunan tinggi I1 bagi bangunan non rumah
tinggal ditetapkan KXepala Daerah sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diatur 1lebih
lanjut oleh Kepatla Daerah dengan memperhatikan ketentuan-
Ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 1X Peraturan

Daerah ini;
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Pasal 26

Ketentuan besarnya jarak aptar banguran datam satu persil (y)
untuk semua klasifikasi bangunan yany tinguinya maksimum 8
meter ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter.

Jarak Antar Bangunhan =suatu persil (y) vang sama tingginya
untuk semua klasifikuasi hangunan, kecuali IF1asifikasi menurut
kuatitas kecnstruksi bangunan sementara dimana tinggi bangunan
tersebut mipnimum 8 melor ditelsplan sekurang-kurangnya 1/2
tinggi bangunan (H) dilurangt 1 meier ;

Bila banauaian yang Lerdanpingan 1ty v idak sama tingginya,
jarak antar bangunan tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya
t/2 tinggi bangunan A ditambah 1/2 tinagi bangunan B dibagi 2
dikurangi 1 meter ;

Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat (3) Pasal ini
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhati
kan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran
VI Peraturan Daerah ini;

Persyaratan jarak antar bangunan bagi bangunan--bangunan baru
yang akan berdampingan dengan bangunan brysajarah, untuk
menjaga kelestarian dan keserasian linokungarn:a, jarak antar
bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku,

Paragraf &
Ketentuan Kebutuhan Parkir

Pasat 27

Kepalc Daerah dapat menetapkan persvaratan kebutuhan lokasi
parkir untuli kepentingan lingkungar terhadap bangunan rumah
gandenyg, rumah kelompck dan rumah derot, dalam lokasi masing-
masing bangunan Adimaksud dan pengaturannya dipersyaratkan
tidak men mbulkan -jiingguan talu lintas;

Besarnya angka kebutuhan parkir rada masing-masing bangunan
akan diatur lebib Yaniut oleh Kepala Daer:h dengan memperhati
kan ketentuan-t~tentuan 22lagaimana dinyatakan pada Tampiran
Il Peraturan fdaerah iini;

Untuk bangunan-bangunan berfungsi ganda, maka persyaratan
kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasarkan
tabel Jampiran 1II Peraturan Daerah ini dengan Kkoefisien
reduksi 25%.
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Paragraf 6
Persyaratan Keserasian terhadap linaungan sekitarnya.

Pasal 28

Untuk menjaga kesearasianh terhadap Vingkungatiya, hagi bangunan-
bangunan yang akan dibangun dan atau akan berdampingan dengan
bangunan-bangunan bersejarah, dengan memperhatitan ketetapan-
ketetapan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, penampilan bentuk,
pemakaian warnsa dan bahan harus senantiasa benar-benar
menyesuaikan dengan keberadaan bangunan-bangunan yang telah ada;

Paragraf 7
Penggunaan Material Selubung

Pasal 29

(1) Penggunaan Material setubung untuk semua klasifikasi
bangunan, kecuali klasifikasi kualitas konstruksi bangunan
semi permanent dan bangunan tidak permanent harus memperhatikan
ketentuan persyaratan keserasian lingkungannya;

(2) Ketentuan penggunaan material selubung g seluruh
klasifikasi bangunan harus benar-henar m=njaga nilai

kenyamanan lingkungan.

Paragrat 8
Ketentuan konservasi

Prasal 30

{1) Untuk Kkeperluan kohservasi atau pelestarian untuk semua
klasifikasi bangunan harus benar-benar menjaga pelestarian
terhadap Tinglkungannya, ticdak boieh membongkar atau mengubah
sebagian banguban- banoinan bersejarah/bernilail sejarah, tidak
boleh mengubah txfografi serta nilai-nilai lingkungan
lainnhya;

(2) Jika didalam Permohonan 1MB diperlukan mengubah tofografi dan
atau tata lingkungan lainnya, harus mendanatkan persetujuan

Kepala Daerah sesuai lLetentuan yang bertaku;

Paragraf 9
Keamanan terhadap bahaya kebakaran

Pasal 31

(1) Setiap bangunan menurut klasifikasi panggunaannya,
ketinggian, dan kualtitas konstruksi bangunan harus terjamin
keamanannya terhadap bahaya kebakaran sesuai ketentuan yang

barlaku;
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(2) Untuk klasifikasi bangunan rendah, bangunan tinggi 1 dan
bangunan tinggi T1, harus dilengkapi onotralatan pemadam
kebakaran. Ketentuat 1onix peralatan, jumlah den penempatan-
nya sestuatr katentuan . . bLovlakue.

Paragrafl 10
Keamanan terhadap Juinn dan jalur penarbanygan randah

Pasal 3r

Semua bangunan menurut hklasifitasi penggunaannya, Jan  ketinggian
dengan kualitas konstirul = reraapent baros talian terhadan bahaya
gempa dan aman terhadap jalur penherbangan sesuai keiegniuan yang
berliaku;

Paragraf 11
Persyaratan terhadap keperluan kesehatan

Pasal 33

Untuk segala type rumah tinggal, rumah su: 0, EFabyunanh-bangunan
non rumah tinggal, bangunan campuran,bangunan khusus pada
klasifikasi menurut ketinggian bangunan rendah, bangunan tinggi
1, bangunan tinggi 11 dan dengan kualitas konstruksi permanent,
semi permanent dan tidak permanent harus thapat menjamin
persyaratan terhadap keperluan kesehatan,

Pasal 73a
(1) Jika tanah tempat bangunan itu Tidak cukup memberikan
jaminan bagi koseh ot Meamanan pen’ i bangunan yang  akan

didirikan, maka Kepala ULaetrah dapat menyatakun tanah itu
sementara waktu tidak tayak untuk didisikan bangunan;

(2) Persil vyang ala didirikha bangunan ity harus diupayakan
sehingga keada:nt:va met-is i btk dan mamenuhy syarat, untuk
keperluan itu diwnjiblar

a. tanah dibersihtan  dar bagian—bagian campuran yang
membahayakan ran mengganagut kepentingan tonuin.
b. sumur-sumur dan = lvurar-saluran,  jeiirae cang tidak

dipergunakan harus dituiup.
¢. bangunan-bangunan yang rusak dan ada diatas tanah tempat

bangunan itu, disingkirkan;

(3) Kepala Daerash dapat memerintahkan supaya pendirian bangunan
tidak dimulai, sebelum lokasi bangunan ilu memenuhi ketentuan

sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.
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Paragraf 12
Persyaratan Ketlinggian Paygar

Tacal a4

Pendirian pasar  padsa nataman mula bee ovangns harus sesuad
dengan Leteniuan  yana bardalue; '

Katinggian paJdar deran ©oany barynubung o dengns falan umum)
disyaratkan =setingai-tino0 vy VoS et er ddard odassr halaman
datar dan harus dibuat tonwas pan-iapo. oika pagar bty dibuat
dari bahan yanu tidak tewbios nandang (herbontuk aasifl maka
sekurang-ku: angny i 60 e i Yo boedar o poyar ity  harus
dibuat tembus pandang.

Tinggi panar belak»sng dan sampin: setiap bangunan  Jitetapkan
setinggi-tingginya .00 metor dari permukaan lanab tertinggi
dihalaman itu,

palam hal yang khusus Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-
syarat lebih lanjut mengenai susunan, sifat dan tinggi
pemagaran halamanh.

Dilarang menggunakan pagar kawat berduri sebagai pemisah
(pagar) disepanjang jalan-jalan umum.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Utilitas, Perlengkapasn Bangunan

Paragraf 1
Percyaratan Utilitas

MFasal 36

Bangunan rumah tinggal deian harbagai type, bangunan rumah
susun, bangunan non rueah Linagal,  bangunan  campuran  dan
bangunan khusus, pada --!iap ruang masing-masing harus
dilengkapi dengan lobang-lubang penghawaan dan  peherangan
yang cukup memenuhi syznrat secual ketentuan yang herlaku.
Dengan tidak meninggalkar keteiuan yarg ada jada setiap
ruang vang didalamnya terdapsat aktifitas manusia cetiap saat,
Kepala Daerah dapat menetapkan luas lobang-lolbrang penghawaan
dan penerangan teaersahutb Saloyrang-kur an:n oA sepersepuluh
{1/10) kali Juas ltantai ruangan tersebut.

Pada ruangan-ruangah tempat penyimpanan barang dan sejenisnya
ketentuan luas lobang nenghawaan dan pensrangan iersebut
dapat diperkecil menjadi sekurany-kurangnya seperduapuluh
(1/20) katli luas tantai ruangan tersebut.



(a)

(5)

(8)

(7)

(8)

(9)

(1}
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Selainn  bketentuan-ketentuan tersebut diatas, untuk bangunan-
bangunarn  portantoran  dan pertokean dJdisyaratkzsn tidak ada

bagian 2o ot o ruaae s onae it yana mesapliinyas L oarak 12 meter
Tebibo oo Vb o e e o eann oy peneranaan tersebut.,
Untob roen s keras e san b sk oaday vigoan Jarid ruang itu
yang I T T N L reep-.adap icbang-lobang
penqh""“':]:l" | FTER ST IR T b

Jika sustr g e podg haraono Doanguanan orsebut o mengguna-
kan pengibawien A 1 oneronga -t (s .1em mekenis)  Kepala
Darrah dap#at mensyaratean rvet<ntuan-ke. e tuny yang  sesuai
dengan ket sntunan/peravoaratan lobamg paa-asnn ian penerangan
sesuai katoatuan vang berlaku,

Pada bangunan umup, gudanyg dan  bengrel -erta bangunan
sejenisnya, pembertian lobang-—-labang pada atap dapat
dinyatakan sebaqai pengygoatli persvaratar., lobang pehghawaan
dan penerangan sesuai ketentuan yang beirrlaku.

Lebang~-lobany penyhawaan dan penarangan harus ditempatkan
sedemikian rupa sehingga ruang torsehut pada avat (1) dan
ayat (7) pasal ini yana berhubungan langsung dengan udara
luar yang luas, bersih dan tidak ada bagian bangunan tersebut

yang menghalanginya;

Untuk bangunan pada klasifikasi bangunan ftinggi 1 dan
bangunan Tinggi 11 Kepala Daerah dapat merncyaratkan lebih
lahjut sesvai kefentuan yang berlaku mengenar persyaratan

lobang-lobang penghawaan dah penerangan.

Paragraf 2
Instalasi !istril sir. flas dan Penangkal petir

Fasal 37

Untuk bangunan yang menggunakan aliran 1istr ik herus memenuhi
kKetentuan-ketentuan sebagai berikut

a, Beban vang boleh hekerja pada instalaszi listrik harus
diperhytungkan dan sesuai dengan PUIL (Peraturan Umum

Instalasi Listrik)

b. Dalam hal sumber daya diamhil dari pombangkit  tenaga
listrik, harug amAan terhadap gangguan dan tidak
mencemarkan lipgkunaan;

c. Untuk bangunan-bangunan/ruang-ruang khusus, dimana aliran
ligstrik tidak boleh terputus (misal : ruang opetrasi, 1ift
dan tain-1ain) disyaratkan memiliki pembangkit 1listrik
darurat sebagai cadangan yang besarnya daya sasuai

kebutuhan;



(2) Sistem instalasi listrik
a. Sistem instalasi lTistrik disesuaikan denyan lingkungan,
baraunan-bangunan  lain, baaian-bagian Jdari  bangunan dan
inst Az tain  saestvai PUIL sehingga tidal membahayakan,
men: *aoaqe, dan merugikan kepentingan umnm;
B. Fenaopsatan  instalasi tistrik harus amaw cerrdap Keadaan

seblitarnva, Bagian -hagiany Tain SR Poorunan dan
instala=1 ins? ilaci Tair sahincaa todak saling
membahayakan, mopc gonagn Jdan cerugiban certa memudahkan

pengambilan Inan ome " haraan.,

(3) Pelaksanaan instalazi tiatpik
a. Progses petal zantan inttalan Vigur ok narus memenuhi
standard Jan Letentusn-berieniuan FLUILL;

b. Dalam hal ada prrubatan ;ada ukuran dan kepastian bahan,
jika Jebih becar dari .pesifiiasi maka pemi-esarannya tidak
boleh merugikan lingkungan;

C. Sebelum instalasi listrik dioperasikan harus dilakukan
pengetesan instalasi terlebih dahulu sesyai dengan

ketentuan yang berlalu:

(4) Instalasi air harus sesuai ketentuan mehurut SKB! mengenai
bahan bangunan dan Pedoman Plumbing Indoneging

(5) Instalasi Gas harus sesuai ketentuan SKBiI mengenai bahan
bangunan, dan Padoman Plumbing indonesia.

(6) Instalasi penangkal petir yang dipertukan untuk bangunan

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Jenis, mutu, sifat-sifat bahan dan peralatan instatasi

penangkal petir vang dipergunakan, harus memenuhi
ketentuan menurut pedoman perencanaan penangkal petir;:

b. Pemilihan dan penerpatan sistem ins*talasi penangkal petir
harus aman dan mengamankan bangunan-bangunan serta sistem
lingkungan;

c. Proses petaksanaan instalasi penangka) petir harus
memenuhi standar < dan ketentuan menuqsut pedoman

perencanaan penangkal petir,

Paraqgraf 3
Kamar mandi dan Kakus

Pasal 38

Setiap bangunan baru dan atau periuasan suatu bangunan yang
diperuntukkan sebagai tempat kediaman (rumah kediaman biasa,
hotel, losmen, asrama dan Jlain-lain) harus dilengkapi dengan
ruangan-ruangan kamar mandi dan kakus dengan Ketentuan-ketentuan

minimum sebagai berikut



a., untuk tempal kediaman biasa (rumah biasa)

-9 rumah tapaan Lo Ty > e s e dari 6 orang
minimun wembotuhh o 0 5,

= 1 rumah tangga doagen dasac ol huns e £ o camsai dengan 12
orang Yebih, oo e Sagiahb s T Yaatiian.

b, untuk temp it kediamas Yaar b o fvotsl, de e asiama dan
lain-lain}.

- dengan kapasitas hunian Kgcang daged 10 orthy, minimum
membut ubkan t besal rarn,

- dengan Kapasitas eegan antas- b roan T, m i imum
membutuhlan 2?2 kesatuan.
- denhgan Lapasita:  huniar antsaia 21 -3 crang, MmN imum

membutuhkan 3 kesatuan.
- dengan kapasitas hunian  antara  30-40 ~eag, M i N imum

membutuhkan 1 kesatuan.

apabila kapasitas hunian lebih dari 40 oratg waka harus
ditambahkan 1 kesatuan untuk tambahan tiap-tiap 20 orang.

Paragraf 4
Tempal Cuci

Pasal 34

Untuk setisap  bangunhan baru  harus memi:art wrbangican adanya
kebutuhan ruang yang diperagunakan s-hagai fLempat _uni;

Paragral 5
Tempat Pembuanian Sampah

Pasnl 40

Untuk setiap Thanaunarn by hatus ditangkapr conone pombuangan
sampah sesuai Jdengun kolentuan percedang-undanagarn cana berlaku;g

Faraaraf &
Peraynratansl etentua, girensi ruang

Pasal 41

(¢) Tinggi lantai dasar bangunan :

a. Permukaan atas dari lantai dasar bangunan harus berada
sekurang-kurangnya 15 Cm diatas titik perbatasan yang
paling tinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan
atau sekurang-kurangnya 25 Cm dialtas titik vyang paling
tinggi dari sumbu jatlan yang berbatasan.
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b. Kenpala Daerah dapat mepelapkan lain far: k~tentuan dalam

ayat F1) cnb o Passt ind, pika Verak lantai-lar-tai itu
akan Tobah ettt e Tm aitatas iabcoh y1nQ ada
disskeiiiinanys, demikian  pula untak  taran-tanah yang
miv e, daton o avendie thae Lo aonan-bane oo oo dalam hal-

hal Yoy yaryg Taar bras .

¢, Pengaturan Fingas oo sy Desay ganasintes i by diarur lebih
lanjut ten rer <1 G i denddan pomper b2t lan ketentuan-
Fetaning tascatra dinya akan paids ‘mfrrran XI1I

Ceratat an DYy w o v

(2) Tinggid ruargan einreor pada Bangunan cweah tinggal sekurang-
kurangn, « ',00 meb vy o aryati

a. Dalam ha) lanait langitnya/kasc-kascnya miring sekurang-
kurangnya moampunyas: tingai ruang rala-rata 2,40 meter dan
tinggi ruang terendah tidak kurang dari 1,75 meter,

b. Dalam hal ruang cuci dan kamar mandi tinggi ruang
diperbolehkan sampai sekurang-kurangnya 2,17 meter,

(3) Tinggi ruang minimum pada hangunan-bangunati non rumah
tinggal sekurana-kurangnya 2,70 meter, kecuali

a. Datam hal langit- Tanygit atau kaso-kaszuvnva miring,
sekurang-kurangnya pada bhagian terendah 2,410 mater.

b. Pada bangunan dengan penggunaan asap dah al v bau seperti
penggorengan rahu, pengasapan ikan “tau daging,
pembakaran roti dan lain sabagainva tinggi suangan tidak
kurang dari 3,50 metay.

c. Datam hal Juar bigtr. Kepela Dacran dapat  menentukan
tinggi ruangan umum yara lebih basar;

Pasal 42

(1) Bangunan-bangunan rrmah  ingga! dan bangurrar rumah  susun
ukuran luas lantathva sekutrang-kKurannya
a. Untuk 1 rumabh tinggnt saiuas 15,00 m?
b. Untuk 2 rumah tingoal seluas 3,00 m?

(2) Pada bangunan ruvah L .rygatl, dan banguroan ;umih susun ukuran
Tuas lantai untuk setiap ruainyg sekurang-kurxangnya 6,00 m2.

raragraf 7
Persyatratan Perlengkapan Pintu Keluar

Pasal 43

(1) Setiap bangunar rumah susun dan bangunan non rumah tinggal,
bangunan campuran serta bangunan-bangunan khusus, dengan
klasifikasi menurut ketinggian bangunan rendah, bangunan
tinggi I, bangunan tinggi II1 dan kualitas konstruksi
permanent yang ruangannya diperuntukkan lebih dari 50 orang,
harus dilengkapi sekurang-kurangnya 2 (dua) periengkapan
pintu keluar/pintu darurat bangunan, yang jaraknya berjauhan
dan tidak lebih dari 50 meter antara pintu keluar satu dan

lainnya;
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(2) Perlengkapan pintu keluar hendaknya ditempatkan sedemikfan
rupa sehingga tidak ada hagian dari lantai atau ruangan 1{tu

mempunyai jarak lebih dari

a. 2% meter untuk bangunan yang menyimpabk barang atau bahan-
bahan yang mudah terbakar, mengeluari an asap beracun atau
peledal.an,

b, 30 meter dalam hal baraunan lainnya.

(3) Dalam hal bangunan a0 totah hepdiri alan bagian  dari
bangunan yang tidak motrpanyai perierngkapan pitiu keluar yang
layak, Kepala Daera® - .t manurntt diatw.rnnye  perlengkapan

pintu keluar vang layat untuk itu,

(4) Perlengkapan pintu keiuar dapat berupa tangga-tangga dalam,
tangga tahan kebakaran, lereng-lereng {(ramps), jatan keluar
horizontal, tangga-tanygga luar, jalan-jalan tesrusan, pintu-
pintu khusus untuk itu, baik digunakan secara pribadi atau
berbarengan untuk melayani keluar baik melalui ruang terbuka

maupun langsung kejalan umum.

(6) Pada akhiran jalan buntu suatu koridor atau jalan terusan
sekurang-kurangnya t5 m bharus diberi perlengkapan pintu

keluar.

{6) Jumlah i1ebar bersih pertengkapan pintu keluar yang dibutuhkan
dart{ suatu tuas lantai harus cukup melayani jumlah orang yang
diperhitungkan untuk Jluas tantai yang bersangkutan.
tebar bersih perlengkapan keluar yang diperhitungkan atas
dasar {1 meter bersih untuk tiap 100 orang dan penambahan
Jebar bersih diperhitungkan 1/2 meter untuk setiap penambahan

100 orang;

{7) Jika adanya tangga kebakaran diharuskan, maka jumlah Jlebar
barsih tidak kurang dari pada 50 % dari jumlah lebar bersih
parlengkapsn pintu keluar yang diperhitungkan menuryt
Peraturan Daerah ini;

(8) Lebar bersih perteactapan pintu keiuar sekurang-kurangnya :

a4, Pada tanygga wmuie saiebar 1,2 m

b. Pada taryga siund=r salebar : 0,8 m

¢. Pada luas tantai melayani sampai dargan 25 nrang selebar :
0,8 m

d. Pada luas lantai yang melayani lebih dari 25 orang
selebar : 1,0 m

(9) Rincian ketentuan dimaksud pada ayat (8) Pasal 1ini akan
diatur 1lebih lanjut oleh Kepala Dasrah dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran XI1}
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Persyaratan siar pemuai dan landasan Helikopter (Helipad)

Pasal 44

Setiap bangunan rumah tinggal, non rumah tinggal, bangunan
campuran dan bangunan khusus dengan klasifikasi bangunan menurut
ketinggian bangunan rendah, bangunan tinggi I, Dbancunan 1tinggi
I1, serta kualitas konstruksi permanent, siar pemuai dibuat
aesuaj ketentuan peraturan yang berilaku.
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Pasal a5

Setiap banngunan iy I T AT T S kualitas
konstruksinya, drper berank on U SN A P darson fanJdasan
Helikopter sasunid bebenling peo s Uran va g Bap dbabe,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bigian kesarh ban
Yo os bt rukos g

Paragraf H
Lhwang Lingkup

fawal 46

Setiap ietinrs Lonatrre i buanaunan sebagaimana tercanium  dalam
Pasal 18 Peraturan baetah ini termasuk bag.an-tagiannya,
harus diadakan perhitunygan konstru¥si;

Didatam melakukan perhitungan konstruksi sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) pPasal ini harus didasarkan pada segala
kemungkinan adanvya beban dan keadaan yang menimbulkan
tegangan pada konstruksi dan bagian bagiannya zerta dilakukan
peninjauan terhadap komhinasi dalam Leadaan vyang paling
membahayvakan bagi konstruksi ran bagian-bagiannya;

Perhitungan konstruksi sebagaimana tersetut didalan ayat (1)
Pasal 1ini harus ditatukan oleh tenaqga ahl., vanag memiliki
kewenangan yang sesuai dengan bidanay keahl ianava.

taragraf 2
Perhitungan Konstruksi

Pasal 47

Konstruksi banguhan dapat dibkuat dari beton, bnrja, kayu dan
bata dan bahan-bahan lain yang memenuhi sy at Standard
Nasional Indonesia (SNi) dan ketentuan lain vyang berlaku.
Konstruksi beserta detail bagian-bagiinnya haru=s didasarkan
atas perhitungan yang dilakukan secara k.ilmua: G eu keahlian
dan percobaan mode yany dapat dipertanggung jawabkan;

Metode perhitungan harus mengikuti SNI dan ketentuan
peraturan atau pedoman yang berlaku;

Konstruksi bangunan tidak bertingkat atas pertimbangan Kepala
Dinas Pengawasan Bangunan dapat dibebaskan dari wversyaratan

perhitungan;



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Terhadap ‘tondisi linalunoziy terteaty,  barus  woiperhitungkan
kemunukinan terj.a- ' citviane b Lerkurancgnea kekuatan

konstrukn=i;

Untuk mendubung peshrroansse wenstieXia penda b fagi bangunan
bertingkar wainimean A Yontas,  hatus  {ivviskan penvelidikan
tanah.

Untuk membunt  perbiviungan konstiuksi dea pacans bagiannya
dapat memper tupakan peralatan hirupg ejeid o000 domnputer).

Gambat ierja  odan o aambar o deisnig o wonstruk-r sardg ;. dbuat
selengkar wman gkt ho, dasns ban perhitungan dor oo gunapah yang
telah irtetapb s 3ot gt atasulan dan Jdas o, nerhitungan

konstrul i =erta bagian-tadannya.

Faragrafl 3

Persyaratan Dahan Banguan

Pasal 48
Persyaratan mutu dan jenis bahan banqunan untuk Konstruksi
dan bagian-bagian yang memeriukan perhitungan panhgujian harus
mengikuti ketentuan 8SNI dan keteatuan lainnya yang berlaku;
Persyaratan sebagaimana {ersebut dalam ayat (1) Pasal 1ini
harus dicantumkan secara larokap didalan dokumen perencanaan,

Mfaraorat A

Pengawxasan ai s penhguunaan bahgunan

Pasal 47

Kepala Daerah bhorwenanyg untal  melakukan pangawaszan  atas
penggunaan bangun:ain;

Pelaksanaan pengawasan sabagainana dimaksud puada  ayat (1)
Pasal ini akan ditetapkan l1a2hin Tanjut olah Kenala Jasrah.
BAB III
1ZIN MEROBOHXAMN BANGUNAN (IRB)}
Pasal &O

Apabita pemilik bangunan akan wmerobohkan swuatu bangunan,
harus terlebih dahulu memperoleh i2in dari Kepata Daerah atau

Pejabat vang ditunjuk;
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{(2) Permohonan  untul mawmnars! ol 19R sebacaimana  dimal ~ud  dalam

ayat (V) Pazal v o BN IATAN R
a. Nama b alamal pemil:k Tanah alau by oagnaa

Carna pelat saan mersho ' by oo at e, et e o

Surat  pooesataan vy pema s bhanuceran babv 1 sAanggup

mampart 1t IR LIRS tooaty el B t+rjagi

kerusaian . vr 0 dar s b agvararn, o,

o Sura' pornsatain babea Dangunen ,nng akas tor oaokbkan sudah
kasenig v idal berpenghuni )

Y. Surat porayataan babwa bangunan yang alan lirnbohkan tidak
dalamw sangketa;

k. Surat ieterangan bcuvaleg dari instansi vyang berwenang,

jika alasa: perobohan karena bouvaleg.

b. Surat-curat bubtt: tornamolilan toanaly atang b 100 g

c, Jani1s b gonan yAL 3 i b bgny fdan ot oA ik LTt

d. Letak bisaunan g aban clie=pond e o e CEoanakar;
e, Umur bangunan;

f. Tujuan merabohbar day oAb qu regatnonalear Lo rar

g

h

*

Pasal 51

Dangan mempsrhatikan peraturan perumlang-unhdanganan yang berlaku
serta pertimbangan keamanan, kesel.upatan dan ketertiban umum,
Kepata Daerah berwenang untuk memerintahkan merobohlan bangunan,

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal L7
Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuail dengan IRB:
Penyimpangan teknis vyahyg relan ditetapkan dnlam IRB  harus
mendapat izin terlebih dahulu dari Kepa’a Dacorah stou Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 63

Pelaksanaan marobohkan  Langunan menjadit  tanggung jawab
pemilik bangunan;

Untuk merobohkan bangunan dengan cara teknologit tineai, harus
dilaksanakan oleh tenhaga ahli yang memenuhi persvaratan;

Untuk keamanan dan keselamatan umum, atauv sekitar bangunan
vang dirobohkan harus diusihakan langkah-langkaiy pengamanan
antara lain memasang pagar-pagar atau jaring.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

..30...

nag Lv
PEMEL THARAAM BaAHCGUMHAR AN PENY! i TAD L ENGKTNGAN

Baagiss Parlamn
Pemel ibaraan bangyunan

FPazal 4
Pemilin, pergtuni dian atz2n baomakatr banaunan ber: wwa  ihan

a. Mamalihagrse  baonoean, Boatagdan Aoy peaar YA aman yang
berearabut an T a0 lingkungan
tetap terjpamin,

b. Memelihara sumir rasa;yan, summut air limbah, septic tank,
saluran ‘'ertulup dan caxluran terbuka didalam persil  yang
bersangrutan agar berfunysi denyan baik;

Kepala Daerah dapat memerintahkan lepada pemilik, penghuni
atau pemakai bangunan untuk melaksanakan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila yang
bersangkutan melalaikan kewajiban pemeliharaan;

Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan yang mengandung nilai
sejarah (historis) dan bangunan-bangunan nomum:=n (monumental)
diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

ilagian kedusa
Pembuangan Air Hujian

Pasal EB

Curahan air hujan yana lanjsuna dari atap atau pipa talang
bangunan tidak boleh jatuk keluwr batas pekarangan dan  harus
diatirkan kesumur tesapan dada Tahan hangunan;

Air hujan sebagaimana ter=zebut dalam ayat (') Pasal ini,
disalurkan kesaluran umum ! ke, jixa betum terdapat saluran
umum kota harus diresapkan ketanah melalui sumur resapan;

Dalam hal +tidak  dJdimungkinirah, berbubung dendan belum
tersediannya salutan pematusan kota ataupun ©len sebab-sebab
lain, maka pembuangan air hujan ke sumur resapan atau cara
lain yang ditentukan oleh KXepala Daerah.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

—_ 31 _—
Bagian ket iga
Fembuangan air 1imbah
Pasal 506

Semua ai» limbah harus diraiirrkan =107 G9 piva-prr.a yvyang kedap
dan difaksanakan gesuvadl pezyvaraian Lekars sapa o0 Tahku;

Air limbah Huamah Tangoa/grmest il hniug ditrang tan aiatlirkan
masuk lkednalun  sept o Fank day sumar rel whuan masing wasing
persil;

Apabila trcan mungkin pembuatan  sep! .- t ! JHETT sSumur
resapan masing-masing  parsil, maka  sictem o emncuoaagan air
Timbabh Humwah Tangga dapat dilakukan secara Folektaaf  untuk

kepentingan bersama:

Pambuangan air |imbah vang bterasal dari limbuh perusahaan
industri harus dibuang dan dialirkan me Jalud proses
pengolahan limbak, sehingga Lercapai kualitas air limbah yang
sesuai denhgan Ketentuan yang berialas;

Pembuangan 1imbah padat dari hasil proses pengciahan Yimbah
harus dinetralisir terlebih dahulu, agar 1id2k irengandung

bahan bahaya beracun;

Bahan saluran harus sesuai  dengan penggunaan  <Jan  sifat
kimiawi phisis dan bakterioloygis dari air limban (buban yang

hendak disalurkan);

Rr v
KETENIUAN RETRIBUSE

fasal &7

Setiap pemberian izin-izin dan jasa lainnya «imak:ud dalam
Peraturan Daerah ini dikenalan reiribusi;

Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasul ini
ditetapkan dengan Feraturan Daerah tersendiri;

Pasal 58

Pembayaran retribusi dibebackan terhadap

a. membongkar bangun-bangunanh yang tidak permanen;

b. mendirikan bangun-bangunan sebagaimana dimaksud datam
Pasal 5 Peraturan Daerah ini;

c. mendirikan bangun-bangunan Pemerintah.
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(2) Kepala Daer ah daral  maiphei tban disj.ensasi Dempayaran
retribusi  <ebagian oLu _clarubar, a.

M, Vi
KETLNTUAN P IDANA AN PLNYIDIKRAN

Pasnl ks

(1) Pelangaaran  ataz ketontuan dimaizud dalam  Pet 31 00 Daerah
ini dikenal an sanksi prdana bwoungar  oiarg T wa T (tiga)
bulan atau denda setinagi- ! inuaiaya Rp.50.000,00 (*1wma puluh
ribu rupiah};

(2) Jika sebagai pemeganyg 1zin bertindal atns hams Badan atau
Badan Hukum, maka ketentuan tentang mewajiban dan larangan
yang ditetapkan dalam Feraturan Daerah ini dibebankan dan
berlaku bagi pengurus Badan atau Badan Hukum dimaksud;

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini Kepala Daerah
berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan izin,
penysgelan dan atau pembongkaran bangunan dimaksud,

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1ini
adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal <0

(1) Selain oleh Pejabat pen,idik umun, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimany  dirmal- ¢ dalam  Ceraturan Daerah 1ini,
dilakukan oleh Pejabat v“anyilik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah ilz2rah yang penyangketannya sesuad
dengan peraturan perundanyg-undangjan yang berl:tu:

(2) wewenang Penyidik Pegawai MHegnri Sipil dimaksur pada ayat (1)
Pasal 1ini sebagaimana ditelapkan dalam Peraturan Daerah
Kot amadya Daerah Tingkat I! Surabaya Nomor 13 Tahun 1987,
tentang Penyidik Fegawai Negeri 3ipil dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

|AB VI1
KETENTUAN PERAL IHAN

Pasal &1

Dengman berlakunya Pet aturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 55
Tahum 1955, tentang Pendirian Bangun-Bangunan Dalam Dasrah Kota
Besar- Surabaya dan semua perubahannya serta peraturan-peraturan
pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 62

(1) Bagi bangun-banaunan yang talah berdiri dar memperoleh IMB
berdasarkan Peraturan Paerah Nemor 55 Tahun 1955 diyatakan

tetap berlalu;

{2) Bagi bangunan vang (- '1h berdiri tetapi helunm memiliki IMB
sampai  <aat oulai o talanva Paorateran Danrakh ini, atas
permohonan, Kepaln a0 oabk dapal oo btevikpn IMB  terhadap
bangunan agimad ol e deniial AL b nentuan vang

bertaku,

BAB  VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah inf
sepanjang menyangkut pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Dasrah.

Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal! diundang~
kannya,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan aerah ini denjan penampatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamady. .....orah Tingkat 11 Surabaya.

Surabayva, 23 Maret 1992

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA PAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINHGKAT I1 SURARAYA TINGKAT II SURABAYA
ketua,
ttd ttd
SOENJOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur tanggal 18 Mei 1994 Nomor 24%/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
Asisten 1 Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

ttd
Drs. MOH. SAFTII AS’ARI

Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 818
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Diundanakan dalam Lambaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1I Surabaya tanun 1994 =2 v ', sada tanggal 26 Mei 1334 Nomor 5/C.

AL, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGRAT T1I SURABAYA
Seirrsta~is Kotamasdya Daserah

T
Drs. . WA RDUJI
Pewtriny . YUbap2 Muda

Mip., 310 219 644

Salinan secua’l dencan aslinya
A.n. Sekretarys kotamadya Naer: .
Tingkat II Surabayu

F ARUQ, SH
Penata Tk.!I
ip. 510 029 293



PENUJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DALRAN TINGKAT 17 SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1992

r+ T AMG
12TN MENDIRIKAN BANGUNAN DI FOTAMADYA DAYIAH
TINGKA] 11 SUSRARAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan-ketentuwn yant monrnyatur  tentarnyg pendirian
bangun-bangunan datam Oaerai fota 8asar  Yarabarya. *ohagaimana
yang telah ditetapkan dal.am Peratutan duaerah Kota Be-ar Surabaya
Nomor 65 Tahun 1955 telah mengalami 4 {oempat?) hali peoiubahan  dan
yang terakhir Jengan Peraturan Daerah Nocmor 13 Tabun 1382, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan fearaan dewasa ini,
sehingga dipandang periu ditinjau dan diatur kembali dalam suatu

Peraturan Daerah.

Bahwa dengan pembangunan fisik Kota Surabaya yang makin
maningkat ssebagai akibat dari kemajuan yang sangat pesat baik
dibidang tehnologi maupun dibidang pembangnhan yaha dilakukan
masyarakat, maka Pemerintan Kotamadya Dareah Tingkat 11 Surabaya
mempunyai Kewajiban untuk meningkatkan pembinaan dan peangawasan
tarhadap koegiatan pembangunan kota yang sehat dan terarah, sesuai
dengan ketentuan tentang rencana pembangunan kota, maka dalam
Peratuan Daerah ini diatur Kketantuan tentang tangunan yang

metiputi

Izin Mendirikan “anaunar.  {7in Penrcrunaan Bangupan, Izin
Merobohkan Bangunan, Pemelihairaan Bangunan, dJdanh Penyehatan
Lingkungan serta ketentuan Pidana dan Penyidikan.

Bahwa berdasarkan Petunijuk Menteri Dalam MNogari dalam
suratnya tertanggal 14 April 1987 Nomor : 182/4217/SJ tentang
Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannyo detigan usul
pengangkatan Calon, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PFNS) dan
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamardya Dnerah Tingkat II
Surabaya Nomor 13 Yahun 1987 tantang Paenyidil Pegawai
Neger i Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka untuk menjamin kKepastian bhukum
dalam Peraturan Daerah ini diatur juga kestentuar kewenangan

Penyidik Pegawai Negeri S:pil.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan
memberikan landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan
kepada masvarakat khususnya dibidang perizinan bangunan,
pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

fasal 1 anghka 23

Pasal 2 s/d Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 ayat (1)

ayat (2) s/d (5)
Pasal 7 s/d Pasal 17

Pasal 1B

Pasal 19 ayat (1)

ayat (2)

Mendsr ikan bangunan ialah pelaksanaan

pakerianan, antara lain

1. Pembangunan baru (sepagian’seluruhnya);

7. Pambongharan bangunan lama (sebagian/
se luruhnya )

3. Perbaitan (pembetulan/peremajaan/pemu-
gar in) bangunan 1uma (sebagian/seluruh-
nya)

4. Pamzcaran barye  dengan menggunakan
teab-ac Yangun o begualid o pogar hidup g

5. Pe'ataran (park:r/lapongan tenis/bas-
lkat  dan  Yain vyang cuo.enig¢), teras
tiuak heraiap

§. Membangun pondasi mesin

7. Temtok penyangga tanah

8. Inztalasi induk pompa bakar/antena/
rek lame/pengolahan penyediaan/penyedia-
an/pembuangan air industri dan lain-
lain yang sejenis.

cukup jelas.

vyang dimaksud dengan pekerjaan antara
lain huruf b vaitu
~ memplester.

- memperbaiki letak jantai dasar
hangunan.

Yang dimaksud persyaratan administrasi

13171 h penverahar. Izin Mendirikan

Bangunah (IMB) dibsrikan kepada pemohon

setelah melunasi pembayaran jumlah

pungutan (retribusi) sesua’ ketentuan
vang berlaku.

cukup jelas.
cukup jelas.

Banqurian rendah 1 s/ 2 Tanta® dikecuali-
kan dari ketentuan ini.

cukup jelas

Yang dimaksud dengan

a. bahan-bahan bangunan yang dilarang
untuk digunakan adalah bahan—-bahan
yang tidak memenuhi standard kwalitas
bahan yang berlaku;



b. Alat-alat yang mengganggu Kkeselamatan
dvam ardfalah alat-alat vang tidak dapat
Lotiasasi dengan baik, alat ukur,
takavy. timbang dan per langkapannya
yanyg iidak ditera atau ditera waling
serta atat-alat Yain yang tidak tavak
di-mzan berdasarksan ketentuan  yang
Lar take,

ayat (3) dan (4} : cukup jalas.

Pasal 20 ayat (1) c - Pooqgunan Campyr aa oanya haleh dibangun
pada  Yokaszi yang perurtukannya dite-
taptan  untui. Baagunan campuran, baik
datam RDTRK maupun RiRK,

- Persyaratan~persyaratan arsitektonis
dan konstruksi bagi bangunan campuran
betrlaku keitentuan dalam Peraturan
Daerah ini;

~ Contoh bangunan campuran sebagai
dimaksud dalam Pasal 18 (1) ¢ ini
ahtara ini adalah :
a. bangunan rumah dan toko;
b. bangunan rumah dan kantor;
¢. bangunan apartemen dan perdagangan;
d. bangunan industri dan kantor;
e. bangunan kantor dan perdagangan;

ayat (2) s/d (5) : cukup jelas,

ayat (86) : — Penygoicengan klasifikasi bangunan
kKhusus bFarena adanya persyvaratan atau
standart khusus bagi bangunan tersebut
kaitannya dengan keperluan masing-
masing, misalnya untuk keparluan
cacurity dan lainnya. Selain penggo-

lengan klasifikasi pada Pasal 19

tersebut, penggolongan klasifi-kasi

pada SKBI - 1.3.53.1887 "Pedoman

Mendirikan Bangunan Sedung”™ lampiran

21 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

no. 378/KPTS/1987 *anggal 31 Agustus

1987 juga dipakai sebagai referensi

dan pedoman/terapan pelaksanaan

Peraturan Daerah ini.

- Yang dimaksud bangunan militer/ABRI
adalah:

1. Kubu-kubu/Pangkalan-pangkalan Per-
tahanan (instalasi peluru kendalfi
dan lain-lain);

Pangkalan Laut/Udara;

Sentral komunikasi elektronika;
Depo amunisi;

. Kesatrian;

o ta N



Pasal 21 avyat

ayat
ayat

Pasal 22

Pasal 23 avyat

aya:i

ayat
ayat

ayat

ayat

ayat

ayat

(1

(2)

(1)

(3}
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

ayat (9) s/d

ayat

(10)

6. Kantor Marl as;
7. Kompieks Peandidikan dan Rumah Sakit
Mititer;
. Kompleks Perbergkelan/Bengkel Induk
kKhiizsus /Penataran.
Pada =uatu kKawasan didalam Master Plan
Suiabu-a 000, vyang 'elah direncanakan
RDIREKE  maup:un RTRK maka peruntukan tanah
nada  ~uaty tawasan didalam Master Plan
tersedyr tidek berlaku tagi. Dalam
ketentuan ini peruntukan tanah vang berlaku
adatah tevtuarm:  didalam rencana yang
toerakhis

cukun golas,
Ketentuan hbapgupan ruma dalam satu  petak
sebagaimana dinyatakan dalar lampiran X;

cukup jelas.

Gari:s Sempadan tersabut dituangkan dalam
Rencana Ruang Kota (i2RK ), sebagai
kelengkapan Permohonan . in Mendirikan
g8angunan atau Garis Semwpadan tarsebut
dituangkan dalam situasi persil, yang
didapatkan dari hasil penelitian Dinas Tata
Kota Daerah atau syarat zoning atas
permohonan vang bersangkutan.

Klasifikasi bangunan campuran yang dimaksud
arlatah sesuai KkKlasifikasi kelas III di
Artom RKBRI~1.3.5.,1907 "Pedoman Mendirikan
Bangunan Gedung”, lampiran 21, Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum no. 378/KPTS/1987
tananal 31 Agustus 1987, )

cakur 10 las,

cukip jelas.

Garis Semoadan muka banqunan juga
dibarlakukan bagy  jatan-jzal=zr  umum yang

tidak tertuang datem flencana Tekhnik Ruang
Keta ( RTRK ) vang telah disahkan ;

Pada bangunan tersebut dikenakan pungutan
retribusi tersendiri sesuai ketentuan yang
berlaku.

Sebagaimana dalam lampiran [ dan lampiran
XVI Peraturan Daerah ini ;

Sebagaimana datam Tabel Lampiran I Peratur-
an Daerah ini.

cukup jelas.



Pasal 24

Pasatl 2% ayalo1,(2):

ayal (3}

avat ;a4

Pasal 26 ayat (1)

ayat (2),(3)

ayat (4),(5)
Pasal 7

Pasal 28

Pasal 29 ayat (1)

ayat (2

Pasal 30

Pasal 3% ayat (1)

cukup j=las.

Piat oy Laatlan Itr, v, v, vIii, VIII
sratuan aerah inid.,

cunnn jelas,

Bagt siacsifikasi Banuunan Tinggi 111 dan
Tangunan Pencaakar Lahdii, untuk  bangunan
flon rumeny tinagal,  hanya diperkenankan
ihoroun Lada plok-blick lokasi yang telah
ity yan. Dalam hal iri Yepala Daerah
‘tapat munsyaratkan ketenhiLuan tinggi
.~ imum Langunan, syarat luas lokasi dan
jarak (Jdi-tance) pamnunduran/Sky Expose Plan
cebparasmaina dalan  Lampiran 11X Peraturan
Cawr 3t oni. Sepanjanyg blok-blok peruntukan
untulk lokasi itu belum tertuang dalam RTRK,
maka bangunan Tinggi II dan Bangunan
Pencakar Langit hanya diperkenankan
dibangun pada lokasi yang dihubungkan
oiehJalan Utama kota beserta turutannya
{kelaktor utama) dan mempunyai Kkepadatan
lalu lintas yang tinggi.

cukup jetas.

Sebagaimana dalam lampiran Vv, VI dan VIII
Peraturan Daerah ini.

cukup jelas,

vang dimaksud angka kebutuhan parkir adalah
ratio kebutuhan parkir minimum yang diper-~
syaratkan.

crilup jelas.

Adaptasi dimaksudkan artara lain mengha-
dapkar pintu, jendela dan ventilasi ke
jalann umum, pemakaian bahan dan warna yang
mowaat {unity) terhadap |ingkungan di
sekitarnya.

Pernvataan akibat siltau, menambah panas
lingkungan, serta akibat sonsial Tlainnya,
h:rus didukuny oleh hasil penelitian dari
Tim Ahli dan atau Perguruan Tinggi Yyang
ditunjuk atas prakarsa dari yang berkepen-
tingan.

cukup jelas.

cukup jelas.



ayal ()

Pasal 32

Pasal 33
Pasal 34

Pasal 35 ayat (1)

ayat (2),(3),

ayat (4)

ayat (5)

Pasal 36 ayat (1)

yana dimak-oud Letepntuan yang ber laku sesuai
betonmbeon g ara tasn

Keput dsen Moertesr Pewerjaan Umum  Nomor
DL TES1E36 tantara Vetentuar pencegahan
dan penangagulangan kebakaran pada
Baflfioan geduns

= kentesar Mzelerd Pekerjauan Umum Homor
AP para s ontang Standaict Masional
Iadore s ia nengenar petnanjuk, paiduan, dan
: I R bieovgan an Lty berkaitan
den- an pencegahan bonaw: kebakaran,

- Perataran tawn vy Lerkaitan dengan
Loncafanan, penanggulanaan bahaya
Lebal. v an van:g berlaku,

Setian perhitungan konstruksi maupun
sambungan konstruksi, pembebanannya harus
dimasukkan koefisien gempa sesuai ketentuan
vang Dbertaku. Bangunan yang akan dibangu
disekitar Jlandasan helikopter (helipad),
t inggi maksimum bangunan tidak boleh
melebihi garis batas keamanan pada arah
ialur penerbangan (leuding dan take off),
dan atau arah samping dari penerbangan
tersebut, sepbagaimani dalam Yampiran
Peraturan Daerah ini.

~ulkup jrtnsg,
cukun jelas.

Perdiry «an poagar dapat dari tanaman perdu,
nasartan dengsr: celabh atau  lubang tembus
prapdang.,  hesi {bukan kawat berduri) vyang
=ananttaca dirawat dengan baik sehingga
taraih, rapi dan berkesan indah.

cukup jelas.

Yang rmaksud syarat khusus antara lain :
untuk keperluan security pada bangunan
militar, lembaga permasyarakatan, bangunan
pomerintah dan untuk dasarh yang berbukit
terjal.

Termasuk larangah disini adalah pemakaian
aliran 1listrik pada pagar, yang dapat
menimbulkan kecelakaan.

Lubang penghawaan dan penerangan yang cukup
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
yanyg berlaku antara lain



- Memenuhi ketentuan atau standart mengenai
tala  ~ara perancangan peherangan alami
pada waktu =1ang hari untak rumah dan
gedung K. SHI T N5-14983-F;

- Standard lan yang disertakar dan diakut
dap vt dipavad selb-agqal pedomanperancanaan
doraavukan oleh Tim Ahti;

- Tyariat-eyvarut  sebagaimana dimaksud pada
Ayt ini  kerlaku juga untuk basement
(rita1g dicawan permuk:ian tanah).

ayat {2), 7%} UL LR L SRRy
dan (4)
ayat (6) + Jika uangan itu memakai penerangan dan

ronghawaan  buata!s ‘sistem mekanis), per-
syatatan lcobang penghawaan dan penerangan
harus tetap memenuhi ketentuan yang bsrlaku.

ayat (7),(8) : cukup jealas.
dan (9)

Pasal 37 ayat (1) a : cukup jelas.

Pasal 37 ayat (1) b : Penempatan an sistem ruang generator serta
pnambangkit listrik lainnya harus aman,
tidak mengganggu  lingkungan sekitarnya
akibat debu, getaran, dan polusi lainnya
yang ditimbulkan oleh generatcr pambangkit
listrik tersebut.

ayat (2) a.b : P ihal. dan penempatan sistem instalasi
Tig1rik harus disesuaikan dengan keadaan
bangunan—-bangunan tersebut sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik
(rurL ), sehingga 1 idak membahayakan,
mengganggu dan merugikan.

ayat (2) a,b,c : cukup jelas.
dan ayvat (4),(5)

ayat (86) .+ Pedoman perencanaan penangkal petir sesuai
SKBI dimaksudkarn sebagaimana Keputusan
Menteri Pskerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987
tanggal 31 Agustus 1987 Jalam Lampiran
Keputusan homoer 19 vaitu sistem hon
radioaktif. Untuk pemakaian penangkal petir
cistem radioaktif ditentukan persyaratan
lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38 huruf a,b : Pada 1ingkungan pemukiman yang dilengkapi
dengan MCK umum, persyaratan kamar mandi
dan kakus pada rumah tinggal biasa tidak
diharuskan, akan tetapi sgyogyanya
dilengkapi;



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

(2),

ayat (?)!(8)!(9)

39

40

41 ayat

ayat

ayat

42

43 ayat
{3) dan

ayvat

ayat

(1)

(2)
(3)

.
&
L

{5)

(6)

Untuk perencanaan dan ukuran kamar mandi

dan katus disarankan menggunakan Standard

hasiona) lndonesia (SNI) antara lain :

=~ SKL.SNI  5-02-1989~F "Spesifikasi Matra
ruang unrtuk rumah tinggal”

- SK.8NI.T-08-1989 “"tata Cara Perencanaan
Bangunan MK Umum™

- Untgk  bangunan Hotel dan lainnya yang
tatah aca ketentuan atau standart
tersendiri dapat digunakan sebagai
pedoman.

cukup jelas.

Pembuangan sampah dimaksudlan adalah
disediak¥annya bak sampah/tempat sampah dan
sistem pennbuangannya.

Tempat pembuangan sampah supaya dijaga
selalu bersih, rapi dan tidak menggangu
lingkungan, dan sampah tersebut dibuang
ketempat pembuangan sampah yang telah
disediakan.

Sebagaimana lampirvan XII Peraturan Daerah
int.

cukup jelas,

Untuk ruang unmum pada bangunan Tempat
Ibadah, Gedung QOlahraga dan Pertemuan Umum
{Convent ion Hall),

cukup jelas.

cukup 1elas.

Sebagaimana dailam Lampiran XIII1 Peraturan
Daerah ini ;

Untuk memperhitungkan jumiah orang yang
dilayani oleh perlengkapan keluar yangd
bersangkutan, harus ditambhkan pda jumlah
orang yang dilayani pada lantai yang
bersangkutan, 50 % dari jumlah orang
ditayani oleh luas lantai di atas yang
bersangkutan 25 % dari jumiah orang yang

dilayani oleh luas lantai tersebut
belakangan, dan 10 % dari jumlah orang yang
dilayani oleh tiap lantai tingkat

berikutnya. (sebagaimana dalam Lampiran XII
Peraturan Daerah ini).

cukup jelas.



Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47 ayat (1},

(2),

{3) dan (4)

ayat (5}

Dengan tidak meninggalkan Ketentuan yang
herlakn, sivar pemuai harus diberilan pada
b dinding pasangan menerue yang
panjangnya lebih dari 30 meter. Dan dinding
beton bertulang yvanyg panjargnya lebih  dari
2% meter tanpa suatu p2amunduran {site off)
yang tebainya lebih ari 3 (%i1ga) kali tebal
dindingnya,  sebagimana dalam Lampiran  XIV
Feracuran Daerah ina,

Untule Tandasan helikopteir pada puncak atap
havgonan dipetrensd o apebkila memenuhi
kotantuai dat, sy aratan peraturan
poerundangatn yang bar iak: ;

tandasan helly dimakeud adal:h sebagai
berikuyt

a. Landasan helikopter pada puncak atap
bangunan sekurang-kurangnya mempunyai
jarak 50 meter dari permukaan tanah
dibawahnva;

b. Mempunyai jarak sekurang-kurangnya 125
meter terhadap lTihgkungan hunian
sekitarnya {perumahan);

¢. Pada jarak lintusan ialur terbang
(1ending dan take aff' harus aman
terhadap Jingkungan bangunan sekurang-
kurangnya denga kemiringan 1t : 15 pada
daerah komersial dan dengan kemiringan
1 + & pada daerah tuanian;

¢. Daerah aman pada arah samping mempunyai
kemiringan berbanding 1 : 12.
{sebagaimana dalam Lampiran XV Peraturan
Daerah ini).
Ketentuan landasan helikopter pada
permukaan tanah diberlakukan sama dengan
ketentuan tersebut pada Lampiran Xy
Peraturan Daerah ini;

e. Instansi yang berwenang dalam ayat ini
adalah Direktcorat Jendral Peirhubungan
Udara.

cukup jelas.

cukup jelas.

Cara melakukan penyidikan tanah mengikuti
SNI atau ketentuan lain yang berlaku;



Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

48
49

50

51

52
64

ayal {4)

ayat ()

s/d
ayat (1)
ayvat (2)
s/d

- " 0 o

Jika perhitungan  konstruksi  dan  bagian-
bhe v de rgan men o raakane hamputer , maka
Peosi i hitungan terzebut harus disertaid
vt masukaan  Cinpul? yanag dilengkapi
T Aachart dan  ieluaran (outat s sgcara
evrcap carta povjelasan aenganai perangkat
Chevst o ane diporgunatcan untus menentukan

PRI R I RV B R R TS foat bagian-
Boia ny

cukup jebe

culkup g das.,
co i jolan,

I8 berlattu untuk semua bangunah yang ber-
LR

cukup j1elas.
Bangunan yang dimaksud pada pasal ini
antara lain banaounan yanqg sudabh rapuh dan

tidak dapat dipeortahoakan lagi serta
bangunan sudah w1t ing;

culkup jelas,




SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAM [ A81AH KOTAMADYA

DALIRAH TINGEAY

MOk

TANGGAL

[T SURABAYA
D7 TAIRN 1992
. 23 MARCE 1902

TABEL. FHEY, KDB GRRIS SOMUADAN CAMCTIG DAN B LANA FAid ) hAM

Praktek Dokter

Restaurant, Night Club, Amu-
sement

Pasar

Petemuan

KLy ap T LR 8L G MITNG/BELAKANG
JENIS RANGUNAN MALE U 9, MAN 5 FLAGUNAN
BANGUNAN RUMAIL T TNGGAGL
= Rumah tinggal biasa berban- M3 o0 ditataptan dalam
tuk tunggal M8
= Rumah tinggal biasa berben—
tuKk gandeng
Rumah tinggal luar biasa 300 50
(flat).
BANGUNAN BUKAN NON RUMAH TING-
GAL :
. = Parkantoran 300 60
- Kantor Pos 300 B0
- Parniagaan, perdagangan i 75 s, ’d 4 lantat 3,00 M
- Bank 7090 &0 4 Yaniai 3,00 M
= Pearthotelan 700 &0 5 lartai 5,50 M
- Perbelanjaan/Super Market 700 LG & iantai 6.00 M
L - Rekreasi, Hiburan, Kesenian, 79 Taniai 7,00 M
Musfum, 10-16 lantatd 9,00 M
- Pendidikan 1724 lants. 10,00 M
- Parpustakaan 2530 lantay 12,00 M
~ Olah Raga diatas 30 lantai se-
- Peribadatan 300 50 timagi 120 M ditetap~
- Kesehatan 30 4 (Vihat lampiran

XVi)




TABEL ANGKA KLBU]UHAN PARKIR

JENIS BANGUNAN

KEDUTYIIAN PARKIR

Pertemuan

UUUAUH.

THOUSIRT,

| MOBTL
Pasar
- Pasat Ti:qgkaut Kota 105 M2 Brutto
- Pasar 1Viangksa® Wwilayvah 200 M2 Srutto
- Pasar Tinvkat L ingrunngan AQ0 M2 Brusto +

A0 Buah Pick Up

10 M3 Brutto

BANGUNAN, BENGKEL Minimum 17 Truk

. Luas 50nN: 142 Keatas 200 M2 Brutto

. fuas 5000 - 2000 M2 300 M2 Brutto

. Luas 2000 M2 Kebawabh

BANGUNAN KHIUSUS

- Banguan Mi1liter/ABRI Dihitung sesuai

- Bangunan Pelabuhan Udara, Pelabuhan kebutuhan =sendiri
Laut, Stasiun

Ltuas Lantai Brutto; termasuk WC, Gudang, Tangga [1]

1 Mobil = 25 M2 (termasuk sirkutasi).

Dari seluruh luas ruang parkir, 20 % disediakan untuk parkir

sapeda motor. | Sepeda motor = 2,1 M2,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fAalfitsd
KOTAMADYA DAT! 11 SURABAYA
Ket ua,

ttd

SO0OE'TJIOTO, BA

Salinan
A.n.

Sekrelaris

sesuai

WALIKOTAMADYA KERALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H.

dengan asltinyn
Kotamadya Daarah

Tingkat II Surabaya

"(‘ — ".ﬁ r-».Ke

~ -

L

r.o

,-.

'f

el

e
~ .Ur -

\“ t'

?, (;F"“l‘_n MANYN :3 L .

--JMB

pala

7\

gian Hukum

A
FARUGQ,
Penata Tk.I
«.‘ Nip. 510 029 293

SH

POERNOMO KASIDI



SALINAN

JENIS RAMGUNAN

BANGUNANM RUKMAN T [hGG

LAMPIRAN

I

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TENAKAT 11 SURADAYA
NOMOR 7 TAHUN 1992
23 M/RET 19982

TANGGAL

FEBUT HIEAN PARKIR
1 ANy

« Rumah tinganl biaza beroentuk tunggnl Ditrrap! an tersen-
. Rumah ting3al biasa berbentl b 5. jung dari.
. Rumah tingial lTuse Liasa (1iat)
= Luas B1, M2 lFoata-s | VTR +
~ Luas 40 - 0 M2 3 unit
- Luas 36 - 10 M2 5 unit
BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL
. Perkantoran 100 M2 Brulto
. Kantor pos 40 M2 Urutto
. Perniagaan, Ferdagangan 80 M2 Brutto
. Bank 60 M2 Lritto
. Perhotelan
~ Hotel bintang 5 &% 4 % kamar
- Hotel bintang 3 & 2 7 kamar
- Hotel bintanyg | kebawah 10 kamur
.Paerbelanjaan / Supermarkat 40 M2 Brutto
. Rekreasi, Hiburan, Kesanian, Musium
- Bioskeop Klas A T 7 Kursi
- Bioskop Klas A 1 & u i1 10 Kursi
- Bioskop Klas B 1 10 Kursi
. Pandidikan
- Perguruan tingqi 200 M2 Drutto
- Lajnnya 100 M2 Bruito
. Perpustakaan 40 M2 Brutto
. Olah Raga 158 M2 Penonton

. Peribadahan

Bitantukan tersen-—
diri

. Kesehat an

- Aumah Sakit Klas V1P 1 Tampat Tidur
- Rumah Sakit Klas [ E Tempat Tidur
~ Rumah Sakit Klas II 10 Tempat Tidur
- Apotik 50 M2 Brutto
- Praktek Doktier GO M2 Brutto

30 M2 Brutto

. Restaurant, MNigt Club, Amusement




BANGUNAN THIUSTRL, GUDANG,
BENGKEL

T

10} U] 50 mimimum 6 M

BANGUNAN KH SIS

- Bangunhan Milites /ABRI,
pelabuhan 3andar Udara, Sta-
siun dan terminal

Ditetaphan tersendiri

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI IT SURABAYA
Ketua,

ttd

SOENJOTO, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah

ALY

m‘ﬁzﬁ\ Tingkat 1i Surabaya

ian Hukum



LAMPIRAN TIl : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA
DAERPAH TINGKAT II SURABAYA
MOMOR : 7 TAHUN 1992
TAHMGGAL : 23 MARET 1992

HUBUNLGAR THIGEE AURCAI #a ovsroa? WAL GIAER D) AR JARAN 1B}
UNTUK H == D

.

1

NETERANGAN

N YINGG) PN A RANGHINAN MARSIMUM

B JARAX AFIAD A T #UVEKS) PUNCAK BANGUNAN YANG GICAR)
PAD LARTAL Y 38R DENGAN SUMEBY (ASYJALAN YANG
PERUAR NG AN

#DAN I VAP ABLL SRR PUNLSE SUOUT - JAN &
SUOUT = DAY g%

BILA [FRAN (3 ry JOR PTATSS (U SBRIY BOCTASHAN
10M CABL GS FASAR (R IRARAKATA

DEWAN PERWAK T AN AKYvh - syaiitay

WAL TROTAMALDYA “EPAL A DAERAH
KOTAMALY. . NA T 11 “4AtA <A TINGKAT T1 SURABAYA
Foa t oo,
t.4.d ttd

SOLCK JOT O, BA dr. H. POCRNOMO KASIDI

Satinan sesuai rdengan aslinya
A.n. Sekrataris Kotamadyn Daerah
Tinalkat. TT Surabava
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'a‘:.‘ . ’ . h - -
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. Penabta Tio T
MG 510 00 P



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR : 7 TANUN 1992
TANGGAL  © 23 MARET 1992

BUBUNGAN f1pltsiet pFUAR BAMGUNAG (1) wae JARAK (i)
ulituK H .« 140D

L
5 /ﬂ
"
N ’
N

S PAGHR,
£S BANGUN &

S JALAN
\

e
i

—
H

} < 1omi.

H = PIKGUTL PUNCAK BANGUNAN MAKSIMUM

D = JARAK ANTARA TROLUVGI PUNCAK BANGUMAN YANG DICART
PADA TANTAT GaSAH DEGGAN SUMBU (AS; JALAN YANG
BERDAMILUGAY

H DAN D VARTALGG. 0aRY FRIGHT SUDUT « DAN &

BILA LEBAR JALAN 20M KPAYAS TIPIR SUDIFE DITETAPEAN
10M DARI (S PATANR LEVENGARNYA

DEWAN PERWAKY! AM RAKYAT DAFRAN HAY i rOTAMADY A KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATT T1 SURADATA TINGKAT IT SURABAYA
Kat ua,
ttd el
SO0OENJOT O, A dr. H. POERNOMO KASIDI

S5atinan sasuail dengan aslinya
A.n. Yakrataris Kotamadyva Daerah
~ Tingkat 11 Surabava
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LAMP Y RAN V @ PERATURAH DAERAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 PAHUN 1992
TANGGAL 23 MARET 1992

F
T 2 _PYRLEAGKATAN, BANGURAM
i 1 ' r ~
i ¥ ,r}{ s _T
2 a ) ] [FEx
L - L] e |
LSl :.' LI T
SRR | ; WU KPR | S & ST | L T '
- ] sprt 1“*4 +_-n JI "] - 4 L
POTOWGAN -1 POTONGAR 2 - ©

TINGGI: H=1%D

KERENGGANGAN BANGUNAN
Y MINIMUM 3U UNTUK H=
8M, SELANJUDNYA FARIA
PEL DARE FUNGST SUDUE

SITE FLAN

CONTOH:

MENENTUKAN TINGGT MAKSIMUM DAN
KBRENGGAN BANGUNAN PADA SUATU

LOKASE
DEWAN PERWAKTLAMN RAKYAT DAIRA;I WALTROTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATT 1T CURALAYA TTMGKAT TT SURABAYA
K e tua,
ttd Lt
SOENJOT O, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuni dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kot.amadya Daernh
Tingkat TT Surabaya

\ YJT/V,
_liv&-‘m~ﬁﬂgnn31aaiaginn Ihcnm
: ' Bt e 1 {L-—~““ ’

c o COMOHI F AR U Q, Sl

o/ Panata Th.T
. .%__'Ni[]. 10 a2 293
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LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR + 7 TANUN 1992
TANGGAL : 2% MARET 1992

EERENGUANGAN BANGUNAR

" PINGGE BANGUNAN SAMA
Y = 3H ~ 1M

.
LA o ”
. ,7 F /://

v / "
Hy y/,_,x // 2 §£}E“’I BANGUNAN TIDAK

v =i g%ﬂg__ -

EETERANGAN
Y = KERENGGANGAN BANGUNAN
B = TINGGI BANGUNAN

*UNTUE BANGUNAN 30 LANTAL KBATAS
DAN ATAU 120M KEATAL KERENGGANGAN
BANGUNAN DIYEFAYRAN 0OM

DEWAN PCRWAKTIL AN RAKYAT DARRAH WAL TEKOT HADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI YT GURARAYA TIMGUAT TT SURABAYA
SN SO 7 A I
1.td AR
S8OEN.JOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuat dengnn aslinya
A.n, Selrataris Kotamadya Daerah
Tingkat. 1T Surahbaya
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VENL ol 510 020 202
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LAMPIRAN VI1 : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT IT SURABAYA
ROMOR : 7 TAHUN 1992
TANGGAL : 25 MARET 1992

TN RIDANGL MM

. . .
me-wyn! ——t

\ e OM

e
AN

A5 LM UAN

oo

ﬂ‘.:.;:{y.-}- - ...,....:.,w. tln:‘p,;‘.}"‘ '.:‘:':E—:'_"":»“.l T e eI adbedat B
POTONGAN A - A" 77

——re
s

i

‘\\\\ ___._____‘__...---"‘“'" S
e
\\\w 0__,_'9-5'0.‘“...--""“'"'.‘
_*_ U s e e
——

BLUKRYE

BIFMENTHEAN TINGG L BANGUNAN
MLKSTWIM JIRA DAGAR SUATU k
LOUEARY HARTA TEYRODATAL 3ATYT MAS }(,
BANGUEAN £ LOTHNT BLOK )

/
DEWAN DURMAL T AN RARYAT DAERAH VWALTROY2AHAD YA KUPALA DAERAH
KOTAMANYA DATYT 10 SURADBAY A TIHGH AT 1T SURARAYA

I < I | I
1.0 t.Ld
SCOCFENJOT O, BA dir. H. POERNOMC KASIDI

Salinan sesuni dengan aszlinyn
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat. TT Surabaya

-""'—_"'“‘.h‘\‘
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PERATUD AN DAFRAH KOTAMADYA
DRTRAN TLEHGEAT IXI SURABAYA
MO 57 ¢ 7 TATUN 1992
THhHNGGH I 2% »RED 1992

LAMPIRANR V111

\.-_ ,‘
- \‘ ) N i Ir - .'\ .
L Vo ST : -
S s S L A
Va ] \1 _ | { A { .
. ) i . . AR L N f
g . A . . i l.‘} ' : . BT | ‘ . ’ }]' : '., I \\ g
£ b A S A e O ‘ I _! 4= . =
90 RN T e N A K P LR
AN 6 GSNUEN S % F3¢! NN S UL 1 SR DN AU SR S q
PO RIS L T e o T R e e T
STI0 S L TS J?i?f
POTONGAN A ~ A ‘ b POrGNGAN (i L n/
CONTOH
MENENTUKAN TINGI:L BANGI'AY -.
MAKSTMUYM JTKA® DASAM 51kt \
LOKASI THRDAFAY 1uniPAPA MAGA .
BANGUNAN (MULTL 1. ) ,'
DEWAN PERWAE TT AN PAKYAT Ty oL P Lot U ®OPG LS, DAERAH
KOTAMADYA LAl T PR YR RYINE LT GURABAYA
Koot Cr,
ttd ttd
SOFEN.OT O, BA dr. 1t POERNOMO KASIDIX

Salivan snasuail dengan astinyas
An. Sakretoris Kotamadya Darrnh
Tingkat 11 Surahaya
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CONTOH

MENENTUKAN JARAK WMUKA ( PR

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT IXI SURABAYA
NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN IX :

: 7 TANT 1992
: 25 MARE? 1992

PRRUNDURAN A ) PADA BANGUNAN

TINGGI II.
.J‘. .
i
d.=¢"=(=€ ;

.

- '. . . " i i /, p L
f. ] "I‘ ’ L r' y )‘.-
bt

PEMUNDURAY
(Sky H.pvs: Plan)

.‘;in.T 5
IAZLL#‘ y "";;

‘ § r . . I. ‘f - "-"', :__. g .,’ I’"
ﬁw‘»ﬂ++i{/ﬁf§*°

P

S P
- Damijn (untuk Damija260Y4)

- bomija + 10M (untuk Dami

ja dibawah 60:/)

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DEWAN PFRWALTLAN RAKYAT OQAFERAI
KOTAMADYA DATT T SURADAYA TTNGKAT TI SURABAYA
Ko fhou oy,
t.tqd t.t.d
SOFNJOT 3, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Solinan saesuai dengan aslinya

A.n, Saekretaris Kotamadyn Daerah

Tingkat TT Suranbaya
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LAMPIRAN

¥ 1 PERATURAN DALMAH KOTAMADYA
AFRAN TIHGKAY™ II SURABAYA
HOM O * 7 TAHUN 1992
YiOGGAL T 28 MARET 1992

Fl . R -~ Clh ,‘
- f . / ) .""
] o - '
g ! i
arﬁ v»r"' o ?nﬁ ERRTN TS ety e 'nanu 2 BANGUNAN
{ TIDAF AR 74 ot DAl u

L T T e T "'5")'-—'5‘—' _‘ TE
ST Any puThy vkumu AR BLBITA P

( SATU DOMINANT )

DEWAN PEFRWALRTL AR 0N
KOTAMADY A DIATS

Fooe f,

AT DA 1A
SHRENATA
u o,

Ll Iy
so0or N

J O T 0, BA

Salinon oo
NN,

FARVQ,
ol Th, T
R10 0P

CGATG DURYNAWDY )

high

ANL HAL

WAL TEATARADY N K TTPALA DAERAH
T AT TT SUHRABAYA

kLt

. HL POERNOMC KASIDI

mit o dengan aslinya
Galiratar -

1inakal

Yolomadya Daerah
Tl Surabaya

Tagian Hulkum

SH
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LAMPIRAN XI : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA
DAERALL TINGKAT II SURABAYA

NOMOR
TANGGAT.
KEAMAE AN TRLOABAP JALUR PENERDANGAN
RERDAI ( HELLY )
N~
~~ 7. ’.MIAS,JIHriGl.MMSlMHM.B_AHGUEMI
7

: 7 TAHUN 1992
! 23 MARET 1992

iJll

1 -\.l ;f//
th\ SAN_HERLY

ARAH KIRI DAN KANAN LINTASAN JALUR TERBANG

ATAS TINGGL MAKS UMM RANGY

FTIEPT - 7y
PADA LINTAuAN JALéh TERBAN&

{ LEANDING MAN TAKE OF )

DEWAMN PERWAKTLAMN NAKYAT DACRAH
KOTAMADYA DATT 1T SURAIIAYA
K at o,

1.4

AN

TINGEAT

BO0OENIJOTO, BA dr.

5
n

A,

Tihgkat 1T Surabayna

-——

.\g\i"lTAKPDMa gian Hukum
AN D) ﬂ'\

t b

alinan rasuni dengan aslinya
Sekrataris Kotamadya Daerah

WALTROTAMADNYA KEPALA DAERAH
11 SUIRARAYA

H. POERNOMO KASIDI



LAMPBIRAI XTI

TINGGI LANTAL DASAR BANGUNAN

f N
_L

0 -IS “ , -,;——-315

TANAH RELATIP HAT

L

FPERATURAM DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGRAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUY 1992
TANGGAL : 2% MARET 1992

S e —————————

Lr

T ———

1 e et A ks = et e

As

63

Bs
TANAH BERTEBING

Lo : LANTAL DASAR

T 5 LANTATL TINGKAT

: BASIGEFENT

: MUKA TANAH ASAL

X . Yem ( DETETAPKAN KEPALA DAERAH)

} KITERANGAN

L ]
anun
g 2

DEWAN PERWAKT! AN PARYAT DAfRAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DPATT T SURARAYA TINGEAT T1 SURABAYA
Ke tun,
f.t.d tid
SOENJOT O, BA ar, H. POERMNOMO KASIDI

Satinon sesuat dengan aslinya
A.n  Sekretaris Kotamadys Daerah

conrapaghkat 13 Surabaya
. \ﬂ\mﬂﬁ'ﬂl e ’

ji}?’/' Kpnéﬂ Bian Hukum
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LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR t 7 TARUN 1992
CoNTOl TANGGAL : 25 MAREr 1992
MENGHITUNG PERLENGKAPAN PINTU
KELUAR (EXIT).

« Dennh bangunan pada poambar gamping, .
terdirl dari 7 lantai, tiap launtsai me
layani 700 arang,

Diecari juulah lebar bersih perlens - e
kopan pintu keluur pade pvaing-masing

lantai,
A DM !
Peraituangan: | i
100% untuk 200 oreug = 1m + dm = 1im,
50% T B = 50% X 1% = G, T5m.
25% = vy - = 25% X 1% = i}, 40m,
10‘% - gy - - .]0% X 1% = 0i15m¢

* Jadi Jumlah lebar bersih perlengkapan pintu
keluar tergebut:
. Pada lantai dasar = 1% + 0,75 + 0,40 +
( 0i15 x 4 ) srreme = 3,25m

. Pada lantai 1 = 1% + 0,75 + 0,40 +
( 0115x3 ) LB W ’3‘20‘

o Pada lantai 2 = 1% + 0,75 + 0,40 +

( 0.15:(2 ) “ssgpw =3’°5ﬂ
. Pada lantai 3 = 1% + 0,75 + 0,40 +

( 0115'x. } ) cssvsve + 2,8°m
. Poda lantai 4 = 1% + 0,75 + 0,40 = 2,65n
. Padn lantet 5 = 13 + 0,79 = 2,250
o Iadn lantal 6 = 14 cmameimeaa ¥ = 1,50m

VWALTKOTAMADYA KEPAILA DAERAH

DEWAN PERWAY TUAN RAKYAT RALRAH
TINGKAT 1T SLRABAYA

KOTAMADYA DAY 1T SURABAYA
et ua,

f.t.d t4.d
ECENJOTO, NA dr. 1. POERNOMO KASIDI

calinan gesuad dengan aslinyn
A.n. Kekratarin Kotamadya Daarah
Tingkat TT Surabaya
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Lanjutan
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DALRAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1992
TANGGAIL ! 23 MARET 1992

CobrLans

maging-gasing lantai direncana
= ken 2 buah Exit, yang juge di~
lantai 6 a = 1.20m fungsikan sebagai tangga umum,
lantai 5.0 = 1.20m * Lebar bersih gatu Exit pada:
lantai 4 o = 1,40m lantai desar = ¥ X 3,25 a 1,65m
lantai | = ¥ X 3,20 = 1,60m
lentai 3 o = 1,40m lantai 2 = % X 3,05 ued,60m
lantai 3 = ¥ X 2,80 = 1,40m
[ lantal 2 & = 1,60n lantai 4 = 3 X 2,65 =2e1,40m
lantai 5 = ¥ X 2,25 = Lihat
| lJantai 1 a = 1,60m lantal 6 = % X 1,50 = pasal
44 ayat
landai dasar a = 1,65 - 8a.
U i
PENAHPANG MEMAHJANG
BANGUNAN
o i
Exit

| /-:,—L;aksimum 15m. (Ps. 44 ayat S)
E E/ Y.daksimum 50m, (Ps 44 ayat 1)

l_x_u___._!__;u__i..

DENAH BANGUNAN,
{ KEDUA WJURGR™ « Bun.t )

DEWAN PERWAKT! AN RAEYAT DAL o8 . AL PECOTASAT A KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATY 1 DUHRAL A A Frin=er ' SURADAYA
Kn tua,
ttd. ttd
SOENJOT O, 8A de. 6. POCRNOMO KASIDI

Satinan sesuni dengan aslinyn
A.n. Sekretaris Kotamuwiya Daarah
Tingkat, 1T Surabayan

Nt

”Jh$«""K#Qﬁ];,Jagian Hukum
Al A

cane e

i R A

T AR YR -

gt N :

v e MOMERE AL U R, 5

€ Jisdonntn 1LY
Thp R 510 w20 203



LAMPIRAN XIV : PERATURAN IDAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT IY SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1992
DILATASI TANGGIAL + 23 MARET 1992

\

r M\‘ / / .
/ )//»' H-\;\L

DLAIASE..__ . y
DINDING BEPON DINDING/ATAY BETON
(STRUKTUR DINDING PEMTKUL) (STRUKTUR KUBAH/DOME)

DINDING PASANGAN MENERUS

(STRUKTUR RANGEKA) 4 1]
KONSPRUF ST YANG PEMBE

BANANNYA BERBEDA PERLU
DILATALT

WALTROY WMAlYA KiTDAlLLA NDAERAH

DEWAN PERWAKTLIAN RAKYAT DNAFRAII
TYNGKAT 1T SUHRABAYA

KOTAMADYA DATT TT SURANAYA
K et un,

t.td b

SOFNJOT O, BA dr. #. POFRMOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinyn
A.n., Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat I7 Surabaya

o U npa fan Hul
I R ST 2 Fy

L -;‘y}',_{‘:" gi an Hulkum
SSie - “X:;

e ———————— -

ENTRRLE [ TIPN b

Vo MO, F AR U Q, SH

s » ¢'f Penatn Th.T
",!-;;‘B..Q‘;\,Nm 510 009 203



LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
fatns Tipggi Maksimum Banguna. DAERAM TINGKAT 1II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1992
TANGGAL : 2% MARED 1922
15

,-L m /?P?"?;’"
7 PUTON%AN B - B

CONTOH

MENENTUKAN LANDASAN HELLY
PADA ATAP.

* UNTUK LANDASAN HELLY DT
PAS TANAH,GARIS NORMAL 2
PADA PERMUKAAN TANAIH, NOTAST
EETENTUAL GARLS MLRING LANDASAN HELLY PADA ATAP BANGUNAN

BERLAKU SAMA,
- MINIMUM 125
o1 LOKASI HULIAHN (PERUMAHAN)
ML #ASTIH BOLEH ADA BANGUNAN

‘DEWAN PERWAKTLAN RAEYAT DAIRAY WAL TKODTAMADYA KIEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATT 11 SURABAYA TIMGKAT [T SURABAYA
Ko tuasa,
ttd t.tcl
8O0OENJOTO, BA dr. H, POERNOMO KASIDI

Salinmm =esuni dengan aslinya
A.n. uekrninr1q Kotamndyn Daerah
T1ngkat [T Surabaya

N |( 1
ey .:x',_

SR _Kenaizjylg1nn Hukum
A o

L . L 1 st —
oit. ¥ ARUQ, SH
> Panata Tk.¥

. Nip. 510 029 293



LAMPIRAN XUl : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1992
G5 SAMPING/BELAKANG TANGGAL  : 23 MARET 1992
BANGUNAN T f
— DM ) oM /
1 1M 1M 120M - 3041
Ii A ! / ODM - _25LT
.\__.._I.‘,,_IUM,...IIIM: ;‘; . 04M __ Z&LT
| /
\ // . AN - 21T
—_— \\ smbfom [T eam - st
T

DEWAN PIFRWAK Y AN RAEYAT
KOTAMADYA DATT 11
| O I

ttd

Naf Ay
SURABAYA
u o,

HALTKOTAMANDYA KEPALA DAERAH

TINGKAT JT SURABAYA

ttd

SOENJOTO, DA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Al

.Q" . ..,N il).

Salinan sesuni dengan aslinyn
n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat TT Surabaya

Ry Kepn lwn Hukum

g !
F.ARUQ, SH

Panntn Tk.1
510 029 293

 MOH.



